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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

PADA PBPH PT NUSANTARA KALIMANTAN LESTARI 

UNTUK KEGIATAN PENILIKAN KE-3 (KETIGA) 

 

 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma 

Bangsa No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: 

LPVI-017-IDN  

Masa berlaku 20 Maret 2023  s.d 26 September 2025 

f. Penetapan sebagai LPVI 

Pelaksana Penilaian 

Kinerja PHL dan VLHH 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 

Tanggal 13 April 2023 

 

g. Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 

2. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat) 

3. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi) 

4. Mahardika Larasati, S Hut (Auditor Ekologi) 

5. Ir. Harijadi  (Auditor VLHH Kayu) 

 

h. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  

 

 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Nusantara Kalimantan Lestari 

b. Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 561, Kelurahan Damai Bahagia Kec. 

Balikpapan Selatan – Kota Balikpapan 

Provinsi Kalimantan Timur 

c. Email  : rian_siahaan137@gmail.com 

d. Nomor SK PBPH : SK.1503/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 

Desember 2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 

: 34.787,18 Hektar  di Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat 

 

f. Nomor S-PHL : 047.SPHL.017 

 Masa Berlaku : 17 Desember 2020 – 16 Desember 2026 

g. 

 

h. 

MR auditi untuk 

kegiatan audit 

SK. Penunjukan 

: 

 

: 

Teguh Wardoyo 

 

Nomor : 56/Dir_NKL/IX/2025 tanggal 26 September 2025 

 

 

 

 

mailto:trustindoprimakarya@gmail.com
http://www.trustindo.net/
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 

 

No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 

Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 

dengan : Direktorat PUPH 

sebelum penilaian 

lapangan 

17 November 

2025 

▪ Dilakukan secara online menggunakan 

aplikasi Zoom Meeting. 

▪ Terdapat informasi tentang auditi untuk 

dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 

dengan : instansi 

kehutanan di daerah 

sebelum penilaian 

lapangan 

19 November 

2025  

▪ Dilakukan secara off line di kantor 

instansi BPHL Wil. X Pontianak di 

Pontianak 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 

F1-02.5a Rev.1 

19 November 

2025 

▪ Dilakukan secara off line di kantor 

instansi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Prov. Kalbar di Pontianak 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 

F1-02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik - ▪ Tidak dilaksanakan konsultasi publik 

karena audit Penilikan ke-3 

4. Pelaksanaan penilaian 

lapangan  

20 24 

November 

2025 

▪ Dilaksakan di kantor lapangan dan areal 

PBPH auditi. 

▪ Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 

pertemuan pembukaan, untuk 

menyampaikan rencana teknis 

pelaksanaan audit dan tata tertibnya, 

dan diakhiri dengan pertemuan 

penutupan, untuk menyampaikan hasil 

audit dan kesimpulannya. 

▪ Pelaksanaan pertemuan pembukaan 

dibuatkan BAP menggunakan form F1-

02.7 Rev.1 dan untuk pertemuan 

penutupan form F1-02.9 Rev.1 

▪ Pelaksanaan audit meliputi : 

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan 

Standar Penilaian Kinerja PHL 

sesuai Lampiran 1.1 SK.9895 oleh 

auditor prasyarat (Sasmita 

Munandari), produksi (Rafael Satria 

HS), ekologi (Mahardika Larasati) 

dan sosial (Wasis Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 

menggunakan Standar VLHH Kayu 

sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh 

auditor VLHH Hulu (Harijadi) 
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▪ Hasil audit dari masing-masing auditor, 

dicatat menggunakan checklist sesusi 

form F1-02.8 Rev.1 

5. Pertemuan koordinasi 

dengan : instansi 

kehutanan di daerah 

setelah penilaian 

lapangan 

26 November 

2025 

▪ Dilakukan secara off line di kantor 

instansi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Prov. Kalbar di Pontianak 

untuk melaporkan hasil audit dan tindak 

lanjutnya atas informasi yang 

disampaikan pada koordinasi awal. 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 

F1-02.5b Rev.1 

26 November 

2025 

▪ Dilakukan secara off line di kantor 

instansi BPHL Wil. X Pontianak di 

Pontianak untuk melaporkan hasil audit 

dan tindak lanjutnya atas informasi yang 

disampaikan pada koordinasi awal. 

▪ Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form 

F1-02.5b Rev.1 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 

 

1. 
Indikator 

1.1 
: Kepastian kawasan pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 

1.1.1 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai 

tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta 

TBT, dan BATB)  

Bobot : 1 

NILAI : BAIK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Dokumen Legalitas Perusahaan :  

1. Akta Pendirian PT Garuda Kalimantan Lestari No. 20 tanggal 7 Oktober 1997 oleh 

Notaris Linda Herawati S.H; dengan SK Menkumham No.C2-24.153 HT.01.01.TH.98 

tanggal 10 November 1998.  

2. Akta perubahan nama perusahaan oleh Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 

24 Februari 2016 yang mengubah nama perseroan dari PT Garuda Kalimantan Lestari 

menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari 

3. Akta PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan Akta Notaris Esther P.E. Jovina, SH., 

M.H. No. 13 tanggal 09 Mei 2023 tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan. Terdapat Bukti Penerimaan Perubahan Data Perseroan 

dari Menkumham No. AHU-AH.01.09-0115492 tanggal 09 Mei 2023.  

4. Akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Nusantara Kalimantan Lestari 

No. 35 tanggal 10 Juli 2024 oleh Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H.,M.Kn 

tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. 
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5. Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Juni 2025 oleh Notaris Esther Pascalia 

Ery Jovina, SH.,M.Kn. yang memuat informasi perubahan maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha sebagai berikut :  

• Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (KBLI 02111)  

• Pengusahaan perbenihan tanaman kehutanan (KBLI 02140) 

• Usaha kehutanan lainnya (KBLI 02209) 

Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri 

Hukum Republik Indonesia No. AHU-0037726.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 11 Juli 

2025 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Nusantara Kalimantan 

Lestari. Daftar Perseroan No. AHU-0127969.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 11 Juni 

2025. 

6. Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Resiko PT Nusantara Kalimantan Lestari No.  

8120105961947 tanggal 14 September 2018 (Perubahan ke – 1 tanggal 27 Juli 2024) 

yang dikeluarkan dari sistem OSS dengan KBLI 02111 – Pemanfaatan Kayu Hutan 

Tanaman pada Hutan Produksi. 

7. NPWP 01.846.901.5-701.000 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari yang 

terdaftar 11 Januari 2017. 

Dokumen Administrasi Tata Batas :  

1. Pedoman Tata Batas No. 249/PB/IUPHHK/2010 telah disahkan oleh Pj. Direktur 

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal 

Planologi Kehutanan Dr. Ir. Tri Joko Mulyono, MM NIP 19580713 198503 1 003 

tanggal 23 Desember 2010. 

2. Instruksi Kerja Tata Batas Areal No. INS.94/BPKH.III-2/2012   Panjang Trayek ± 90.388 

meter; Panjang Ikatan ± 1.235 meter ditandatangani oleh Kepala Balai Pemantapan 

Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak Ir. Sukaryadi, MM NIP 19560702 198303 1 002 

tanggal 21 Mei 2012. 

3. Laporan Tata Batas No Lap. 108/BPKH.III-2/2012 Tahun 2012 telah disahkan oleh 

Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan atas nama Direktur 

Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Hudoyo, MM NIP 19610111 198703 1 003 tanggal 

28 Agustus 2013. 

4. SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang 

Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 Ha di Kabupaten Ketapang, 

Provinsi Kalimantan Barat.   

5. SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006 dan 

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  atas nama Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tentang 

Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari seluas 34.787,18 Ha  di Kabupaten Ketapang 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Dokumen Legalitas PBPH :  

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Repubik Indonesia No. SK.390/Menhut-II/2006 

tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan Produksi 

seluas ± 39.570 Ha di Provinsi Kalimantan Barat dilampiri Peta Areal Kerja skala 1 : 

50.000.   

2. Surat Keputusan Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 

tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
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Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 Ha di Kabupaten 

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.. 

3. Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 

2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-

II/2006 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015. 

Berdasarkan SK nama perusahaan yang semula PT Garuda Kalimantan Lestari 

berubah menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

1503/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan SK 

tersebut istilah IUPHHK-HT berubah menjadi PBPH 

b. Verifier 

1.1.2 

: Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Realisasi penataan batas PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai Laporan TBT No. 

Lap.108/BPKH.III-2/2012 tahun 2012 :  

No 
Kegiatan/ 

Trayek 

Batas Sendiri (meter) 
Batas Persekutuan 

(meter) 
Keterangan 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

1 Trayek A – B 35.778 35.778 - - 

Rekonstruksi HP 

Danau Manis 

Mata 

2 Trayek E – D - - 12.848 12.848 
PT Hutan 

Ketapang Industri 

3 Trayek E – F - - 10.193 10.193 
PT Hutan 

Ketapang Industri 

4 Batas Alam - - 14.685 17.468 
PT Mayangkara 

Tanaman Industri 

5 Trayek A – D 16.884 16.884 - - 
Rekonstruksi CA 

Kendawangan 

Jumlah Realisasi 52.662 52.662 37.726 40.509 Temu Gelang 

Sisa TBT 0 0 0 0  

 

Penataan Batas PT Nusantara Kalimantan lestari telah TEMU GELANG dan telah ditetapkan 

sesuai No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Batas 

Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman seluas 

34.787,18 Ha di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat oleh Direktur 

Pengukuhan, Penatangunaan dan Tenutial Kawasan Hutan (an. Direktur Jenderal Planologi 

Kehutanan).  

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan pemeliharaan batas selama periode 

audit yang dibuktikan dengan BA pemeliharaan batas. Namun pada saat dilakukan 

observasi lapangan diindikasi adanya overlap areal konsesi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari oleh PT Mandiri Kapital Jaya berupa perkebunan sawit. Sesuai kronologi 

permasalahan di tahun 2014 sampai dengan 2024 perkebunan sawit PT Mandiri Kapital 

Jaya yang overlap dengan areal konsesi PT Nusantara Kalimantan Lestari seluas 653 ha. 

Sesuai dengan peta overlap PT Mandiri Kapital Jaya dengan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari area yang ditanami sawit sebesar 726, 2 ha. Di tahun 2025, seluas 655,94 ha telah 
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terpasang plang SATGAS PKHdimana areal tersebut dalam penguasaan Pemerintah 

Republik Indonesia, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelesaian.   

 

Verifier 

1.1.3. 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not 

Applicable/NA apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 

NILAI : NOT APPLICABLE (N/A) 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Selama periode audit, tidak ditemukan penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui 

skema perizinan KLHK. 

d. Verifier 

1.1.4 

: Penguasaan Areal Kerja oleh PBPH HP 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

 

: Sesuai dengan citra landsat 9 OLI/TIRS Band 654 path/Row 120/062 Liputan tanggal 28 

Juni 2023 data penutupan lahan sebagai berikut : 

No. Penutupan Lahan 

Fungsi 

Hutan (Ha) 

– HP 

APL (Ha) 
Jumlah 

(Ha) 

Prosentase 

(%) 

1. Berhutan  11.996,58 63,33 12.059,91 34,67 

a. Hutan Tanaman  11.996,58 63,33 12.059,91 34,67  

2. Non Hutan  19.866,27  812,41 20.678,68  59,45  

a. Belukar Muda  4.527,17 171,42 4.698,59 13,51 

b. Belukar Tua  7.904,10  300,60 8.204,70 23,59 

c. Perkebunan  4.728,39 337,26 5.065,65 14,56 

d. Pertambangan  585,80 3,13 588,93  1,69 

e. Tanah Terbuka  2.120,81 - 2.120,81 6,10  

3. Tertutup Awan  1.969,88 78,71 2.048,59 5,88 

Jumlah 33.832,73 954,45 34.787,18 100  

 

Sesuai dengan Peta Penafsiran Citra Sentinel – 2 Path/Row 120/62 Liputan tanggal 16 Mei 

2025 sebagai berikut :  

No. Penutupan Lahan 

Fungsi 

Hutan (Ha) 

– HP 

APL (Ha) 
Jumlah 

(Ha) 

Prosentase 

(%) 

1. Berhutan  20.776,28 - 20,776,28 59,72 

a. Hutan Sekunder  6.972,28  - 6.972,28 20,04 

b. Hutan Tanaman 13.804,00 - 13.804,00 39,68 

2. Non Hutan  13.055,21 955,69 14.010,90 40,28 

a. Semak/Belukar  7.439,48  537,39 7.976,87 22,93 

b. Perkebunan  4.753,37 369,00 5.122,37  14,72 

c. Tanah Terbuka 634,32 38,30 672,62 1,93 

3. Tertutup Awan  228,04 11,00 239,04 0,69 

Jumlah 33.381,49 955,69  34.787,18 100,00 

 

Hasil verifikasi dokumen diketahui terdapat klaim di areal konsesi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari dengan uraian :  
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No. Keterangan 
Areal Budidaya 

(ha) 

Kawasan 

Lindung (ha) 
Total (ha) 

1 Pertanian  197,1 64,6 261,7 

2 Pemukiman  23,1 67,9 91 

3 Pertambangan  24,6 432,3 456,9 

4 Kebun Kelapa Sawit 2.676,8 442,1 3.118,9 

Total 2.921,6 1.006,9 3.928,5  

  

Hasil observasi lapangan ditemukan lahan pertanian, pemukiman, pertambangan puyak, 

kebun kelapa sawit dan overlap areal konsesi PT Nusantara Kalimantan Lestari oleh PT 

Mandiri Kapital Jaya dimana penguasaan areal kerja :  

34.787,18 ha – 3.928,5 ha  

= 30.858,68 ha  

= (30.858,68 ha/34.787,18 ha) x 100 %  

= 88,71 % 

Namun, ditemukan ketidaksesuaian data antara peta citra landsat dengan klaim lahan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.1 

: 
(12/15) x 100 % = 80,00 % (SEDANG) 

 

 

2. 
Indikator 

1.2 
: Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 

1.2.1 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai 

Surat Keputusan Direksi yaitu Direktur Perusahaan atas nama Juni Edi Darmatuah Sinaga 

No. SK/010/Dir/NKL/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024, berupa :  

Visi Perusahaan :  

"Menjadi penghasil serat kayu tanaman terbaik di dunia dan menyediakan serat berkualitas 

tinggi kepada para pelanggan dengan memperhatikan kontribusi kepada masyarakat luas 

serta pelaksanaan standar-standar kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan 

hidup" 

Misi Perusahaan :  

1. Menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung 

Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah operasi 

perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan masuk ke jalur 

produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam memerangi 

pembalakan liar.  

2. Mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep mosaic hutan tanaman 

untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau meningkatkan keterwakilan 

ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi. 

3. Mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan 

karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan 
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keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan 

Tanaman Lestari. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi visi misi kepada 

karyawan, mitra Kerjasama/kontraktor, dan masyarakat desa binaan dengan uraian 

sebagai berikut :  

Target sosialisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 

Karyawan  - - √ 

Mitra Kerjasama/ 

Kontraktor  

- - - 

Desa Bangkal 

Serai  
√ √ - 

Desa Pantai Ketikal √ √ - 

Desa Air Hitam 

Hulu  
√ √ - 

Desa Tanah Hitam  √ √ - 

Keterangan : telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi (√), belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi (-) 

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dilengkapi dengan BA sosialiasi, dokumentasi 

kegiatan, daftar hadir, dan notulensi namun kegiatan sosialisasi belum dilakukan secara 

menyeluruh. 

b. Verifier 

1.2.2 

: Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Implementasi visi misi perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut :  

No Misi Ketercapaian 

1 Menciptakan kemakmuran 

bangsa dan bahan baku yang 

lestari di lahan yang ditetapkan 

oleh Pemerintah untuk 

pengembangan hutan tanaman; 

mendukung Pemerintah untuk 

mencapai dan mempertahankan 

status konservasi wilayah 

operasi perusahaan. Menjamin 

bahwa kayu pulp yang legal yang 

dikirim dan masuk ke jalur 

produksi perusahaan dan 

mendukung tindakan 

Pemerintah dalam memerangi 

pembalakan liar.  

Realisasi kegiatan yang relevan : 

- Penataan batas PT Nusantara 

Kalimantan Lestari telah temu gelang 

dan telah mendapatkan SK penetapan 

areal kerja 100 %.  

- Dokumen legal perusahaan lengkap 

100 %  

- Tersedia dokumen RKUPH dan RKTPH 

beserta perubahan terakhir – 100 % 

- Realisasi pembayaran BPJS tahun 2023 

dan 2024 sebesar 100 % 

- Realisasi volume penanaman tahun 

2023 sebesar 98,61 %  

- Realisasi volume penanaman tahun 

2024 sebesar 105,90%  

- Realisasi produksi tahun 2023 sebesar 

95,38 %  

Realisasi produksi tahun 2024 84,34 % 

- Pelaksanaan patroli dilaksanakan setiap 

hari dengan presentase 100 %  

- Realisasi penataan Kawasan lindung 

53,38 %. 

Rata-rata ketercapaian 104,18 % 
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2 Mengelola konsesi secara 

lestari dengan menerapkan 

konsep mosaic hutan tanaman 

untuk menghasilkan kayu pulp 

dan untuk memelihara atau 

meningkatkan keterwakilan 

ekosistem-ekosistem alam 

dalam wilayah konsesi. 

 

Realisasi kegiatan yang relevan : 

- Memiliki SOP Perlindungan hutan  

namun belum mengacu peraturan 

terbaru P.8, bobot 66,67 % 

- Realisasi produksi tahun 2023 sebesar 

95,38 % 

- Realisasi produksi tahun 2024 sebesar 

84,34 % 

- Tingkat kesesuaian letak dan luas blok 

RKT tahun 2023 sebesar 98 %  

- Tingkat kesesuaian letak dan luas blok 

RKT tahun 2024 sebesar 94 %  

- Realisasi penataan Kawasan lindung 

67,09%. 

Rata-rata ketercapaian 84,25 % 

3 Mempromosikan dan 

melindungi kesehatan, 

keselamatan dan kesejahteraan 

karyawan, tenaga kerja 

kontraktor dan masyarakat 

sekitar wilayah operasi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari; 

meningkatkan kinerja 

lingkungan, sosial, kesehatan 

dan keselamatan kerja secara 

berkelanjutan, dan meraih 

sertifikasi Pengelolaan Hutan 

Tanaman Lestari. 

Realisasi kegiatan yang relevan : 

- Realisasi pembayaran BPJS tahun 2023 

dan 2024 sebesar 100 % 

- SOP lengkap namun update acuan P8  

- Tenaga kerja lokal tahun sebesar 

28,26 %  

- Kontraktor lokal sebesar 21,76 %  

- Peningkatan ekonomi produktif sebesar 

37,57 %  

- Realisasi kegiatan sosial tahun 2024 

sebesar 66,11 %  

- Realisasi kegiatan sosial tahun 2025 

63,10 %  

Rata-rata ketercapaian 52,80 % 

 

Realisasi implementasi visi misi perusahaan sebesar 80,41 % - SEDANG  

Nilai Kinerja 

Indikator 1.2 

: 
( 6/9 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 

1.3 

: Organisasi Pengelolaan Hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang 

kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan 

untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 

1.3.1 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 

hutan yang lestari  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki struktur organisasi yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Direktur Perusahaan tanggal 01 Juli 2025.  

Struktur Organisasi telah dilengkapi dengan Job Descriptions sesuai dengan jabatan 

masing – masing. Namun dalam struktur organisasi tersebut belum sesuai dengan simpul 

pengelolaan hutan lestari. 
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b. Verifier 

1.3.2 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 

menengah kehutanan, dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Ketersediaan GANIS PH PT Nusantara Kalimantan Lestari :  

GANIS PH Kebutuhan (Orang) Realisasi (Orang) 

CANHUT  2 1 

KURPET  2 2 

BINHUT  1 1 

NENHUT  1 1 

PKB  5 4 

Jumlah 11 9 

Presentase 81,82 %  

 

Seluruh GANIS PH yang tersedia di PT Kalimantan Nusantara Lestari telah dilengkapi 

dengan dokumen SK Penugasan, SK Penempatan, Sertifikat Kompetensi yang masih 

berlaku/aktif.  

Namun, kebutuhan GANIS PH BINHUT yang hanya satu personil masih kurang 

dikarenakan terlalu berat di konflik sosial sedangkan tugas di lingkungan banyak belum 

mampu menangani kondisi yang ada di PT Nusantara Kalimantan Lestari. Selain itu, GANIS 

PH BINHUT SK Pengangkatan dan SK Penempatan baru terbit di bulan Desember 2025 

c. Verifier 

1.3.3 

: Peningkatan kompetensi SDM  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK   

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan peningkatan kompetensi selama periode 

audit dengan uraian sebagai berikut :  

Tahun Rencana (Org) Realisasi (Org) Presentase (%) 

2023 36 19 52,78  

2024 396 396 100  

Rerata  76,39 

 

Realisasi peningkatan kompetensi SDM di tahun 2023 dan 2024 mencapai 76,39 % 

(BAIK). Di tahun berjalan 2025, peningkatan kompetensi SDM telah berjalan dengan 

rencana 601 orang dan telah terealisasi 837 orang dengan presentase 71,80 %. Seluruh 

peningkatan kompetensi SDM telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.  

 

d. Verifier 

1.3.4 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Personil GANIS PH telah dilengkapi dengan Register, SK penempatan, SK penugasan, 

Sertifikat Kompetensi, dan dokumen ketenagakerjaan yang masih berlaku.  

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.3 

 17/21 x 100 % = 80,95 % (BAIK) 
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4. Indikator 

1.4 

: Kepastian dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 

Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 

Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 

1.4.1 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki aplikasi berupa :  

-  PIMS (Plantation Information Management System), aplikasi yang digunakan untuk 

menginput informasi data sampai dengan harvesting serta history kompartemen.  

- PMRS (Planning Monitoring and Reporting System), aplikasi yang digunakan untuk 

mengupload kegiatan operasional perusahaan dan pengukuran luasan yang dikerjakan. 

Selain itu perangkat sistem informasi manajemen di PT Nusantara Kalimantan Lestari 

dilengkapi dengan internet (Starlink), Radio Rig, dan Menara Sinyal.  

 

b. Verifier 

1.4.2 

: Keradaan SPI/internel auditor dan efektifitasnya  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menunjuk Satuan Internal Audit sesuai dengan 

Keputusan Direksi No. 56/Dir-NKL/IX/2025 tanggal 26 September 2025 yang dilengkapi 

SOP internal audit. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan internal audit selama periode 

audit, namun kegiatan internal audit belum dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh 

aspek/simpul PHL. 

 

c. Verifier 

1.4.3 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan tindakan koreksi dan pencegahan 

berbasis hasil monitoring dan evaluasi selama periode audit terhadap temuan hasil audit 

internal perusahaan. Namun, kegiatan internal audit belum dilakukan secara menyeluruh 

pada simpul PHL.  

 

d. Verifier 

1.4.4 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan 

instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mengoperasikan SIM milik KLHK dan telah 

menunjuk operator pada masing – masing sistem sebagai berikut :  

SIM KLHK Operator & SK Ketertiban 

SIMPEL  Fadhilah Yusuf Ahmadin  

No. 95/Dir/X/2025 tanggal 20 

Oktober 2025  

Pelaporan Tertib  

SIPONGI  Rizky Maulana Yusuf – Mandor  

No. 94/Dir/X/2025 tanggal 20 

Oktober 2025 

Pelaporan Tertib  

SIPASHUT  Wawan Wibowo – Askep Planning  Pelaporan Belum Tertib 
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No. SK.03/Dir-NKL/VII/2024 tanggal 

29 Juli 2024 

 

Perusahaan belum 

melaporkan : GANIS PH 

dengan lengkap, Hospot , 

Laporan keuangan tahun 

2024, Kemitraan, Pemetaan 

konflik, Sertifikasi lainnya  

SIGANISHUT  Lasro Siagian – Askep Wood Supply 

No. SK.48/Dir-NKL/IX/2025 tanggal 

12 September 2025  

Pelaporan tertib  

SIPUHH  Andi Gunawan – Mandor TUK  

No. 110/Dir-NKL-2025 tanggal 12 

September 2025  

Pelaporan tertib 

SIPNBP  Rainhard Pandiangan – Asisten TUK  

No. SK.46/Dir-NKL/IX/2025 tanggal 

12 September 2025  

Pelaporan tertib  

SIPATOK  Rainhard Pandiangan – Asisten TUK  

No. SK.46/Dir-NKL/IX/2025 tanggal 

12 September 2025 

Belum ada realisasi 

pelaporan  

 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.4 

 
16/21 x 100% = 76,19 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 

1.5 

: Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 

1.5.1 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat RKTPH selama periode audit dengan 

uraian sebagai berikut :  

Tahun RKTPH  

2023 No. SK.01/NKL/0101/2023 tanggal 01 Januari 2023 

No. SK.02/NKL/3110/2023 tanggal 31 Oktober 2023  

2024 No. 03/Dir-NKL/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023  

2025 No. 04/DIR-NKL/XII/2024 tanggal 04 Januari 2025  

Rev – 1 No. 93/Dir-NKL/XI/2025 tanggal 06 November 2025  

 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi RKTPH selama 

periode audit dengan uraian sebagai berikut :  

Target sosialisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 

Desa Bangkal 

Serai  
√ √ - 

Desa Pantai Ketikal √ √ - 

Desa Air Hitam 

Hulu  
√ √ - 

Desa Tanah Hitam  √ √ - 

Keterangan : telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi (√), belum dilaksanakan kegiatan sosialisasi (-) 

Kegiatan sosialisasi RKTPH belum dilaksanakan menyeluruh oleh PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. 
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b. Verifier 

1.5.2 

: Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan kawasan lindung sesuai Keputusan 

Direktur Perusahaan No. SK.113/Dir-NKL/XI/2025 di November 2025 seluas 9.174,05 ha. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung 

kepada masyarakat desa binaan, namun kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara 

menyeluruh. Berikut kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan :  

Target sosialisasi Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 

Desa Bangkal 

Serai  
√ √ - 

Desa Pantai Ketikal √ √ - 

Desa Air Hitam 

Hulu  
√ √ - 

Desa Tanah Hitam  √ √ - 
 

Nilai Kinerja 

Indikator 1.5 

 
6/9 x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 

 

1

. 

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a

. 

Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit (2023 s.d 2025) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 

dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 

– 2029, sampai dengan audit Penilikan Ke-3 ini terdapat perubahan RKUPH 

sebanyak 2 (dua) kali. 

1. RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 tanggal 5 November 2019 

2. RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 (Perubahan Kesatu) tanggal 23 Oktober 

2023 

3. RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 (Perubahan Kedua) tanggal 15 Oktober 

2025 

b) Dokumen RKUPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah dilengkapi dengan Buku, 

Lampiran Peta dan SK Pengesahannya dengan informasi sebagai berikut :  

b

. 

Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 

panjang  

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) dengan 

dokumen rencana jangka panjang pada usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan 

selama periode audit sebagai berikut : 

Tahu

n 

RKU RKT Kesesuaian (%) 

Luas Posisi Luas  Posisi Luas Posisi 

2023 2540 IV 2576 IV 98,60 % Sesuai 
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2024 2779 V 2624 V 94,45 % Sesuai 

2025 3827 VI 3827 VI 100,00 % Sesuai 

Rata – rata 97,68 % Sesuai 

Tingkat kesesuaian luas dan posisi penataan areal kerja (blok RKT) > 90 % sesuai 

dengan dokumen Rencana jangka panjang 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari menerbitkan RKT setiap tahunnya selama 

periode audit. Implementasi pemanfaatan hutan yang dilakukan adalah usaha 

pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman 

b) Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat laporan pelaksanaan kegiatan penataan 

areal kerja (PAK) untuk RKT tahun 2024 & 2025 meliputi kegiatan pemasangan 

dan/atau pemeliharaan patok identitas compartment. 

c) Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada blok RKT 2024 dan 2025, sebagian 

besar batas blok / compartment merupakan jalan utama, jalan cabang, alur atau 

parit dan telah dilakukan penandaan identitas compartment menggunakan pipa 

paralon berwarna putih yang sebagian besar (> 50%) terlihat dengan jelas di 

lapangan.  

d) Hasil observasi penandaan compartment di lapangan secara sampling pada 

masing - masing blok RKT menunjukkan sebagian besar ( > 50 %) penandaan 

terlihat dengan jelas di lapangan, namun demikian terdapat sebagian yang 

implementasinya belum sesuai yaitu :  

- Sebagian compartment tidak terdapat pal / patok identitas compartment 

- Sebagian tulisan atau informasi yang tercantum pada pal / patok identitas 

compartment telah pudar sehingga tidak terlihat dengan jelas   

- Pada Blok RKT Tahun 2024, saat ini tidak ditemukan keberadaan plang RKT 

- Satu dari dua Plang Blok RKT Tahun 2025 mencantumkan informasi luas 

yang tidak sesuai (masih menggunakan luas RKT sebelum perubahan) 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.1 

: 11 / 12 x 100 % = 91,67 % BAIK ( 3 ) 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan 

kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKT selama periode audit dan realisasi pemanfaatan hutan yang 

dilakukan, PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan pemanfaatan hutan 

berupa pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman.  

b) Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa inventarisasi tegakan pada areal 

hutan tanaman sebelum dilaksanakan pemanenan / Pre Harvest Inventory (PHI) 

dengan jenis tanaman meliputi Akasia sp  dan Eucalyptus 

c) Berdasarkan observasi di lapangan pada plot PHI A05 Compartment F743 , 

kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesesuain data 

pengukuran (tally sheet) dengan kondisi di lapangan meliputi letak plot, nomor 

dan diameter pohon, serta kelengkapan lainnya seperti pita label identitas pohon, 

titik pusat petak pengukuran dan periode inventarisasinya. 

d) PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan kegiatan inventarisasi 

menggunakan teknik sampling. Inventarisasi tegakan tanaman budidaya 
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dilakukan dilakukan dengan cara ground survey dengan intensitas sampling 1 – 

5 % atau sebagian kurang dari 5 % sehingga belum sesuai dengan PermenLHK 

No. 8 Tahun 2021. 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari menerapkan sistem silvikultur tebang habis 

permudaan buatan (THPB) dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan 

hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)  

b) Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukungnya dapat dilihat dari hasil 

inventarisasi dan rencana pemanfaatan hutan selama periode audit sebagai 

berikut :  

No. Tahun 

Daya Dukung Hasil Inventarisasi  Rencana 

Pemanfaatan 

(RKT) 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(m3) 

Potensi Luas 

(Ha) 

Volume 

(m3) 

1. 2023 2.576 339.046 
154.91 

m3/Ha 
2.576 399.026 

2. 2024 2.803 334.907 
119,47 

m3/Ha 
2.803 334.906 

3. 2025 3.684 333.705 90,57 m3/Ha 3.684 333.705 

Berdasarkan tabel di atas, rencana pemanfaatan hutan selama periode audit tidak 

melampaui daya dukung sumber daya hutan yang dimiliki. 

c) Untuk mengetahui daya dukung sumber daya hasil hutan kayu budidayanya, PT 

Nusantara Kalimantan Lestari juga telah melakukan analisis riap tegakan pada 

area PSP yang diukur setiap setahun sekali dimulai pada saat tanaman berumur 

1 tahun setelah tanam. Parameter pengamatan yang digunakan meliputi jumlah 

tanaman, diameter batang dan tinggi. Hasil observasi di lapangan pada plot PSP 

123 Compartment  H016 menunjukkan adanya kesesuaian data pengukuran (tally 

sheet) dengan kondisi di lapangan.   

Nilai Kinerja 

Indikator 2.2 

: 8 / 9 x 100 % = 88,89 % BAIK ( 3 ) 

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 

hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKUPH yang dimiliki, sistem silvikultur yang diterapkan adalah 

sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB). Dalam rangka 

pelaksanaan sistem silvikultur THPB, perusahaan telah menyusun SOP untuk 

kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya. 

b) Hasil telaah terhadap SOP yang dimiliki terhadap prinsip / pedoman serta 

pemanfaatan hutan yang dijalankan adalah tersedia lengkap SOP setiap tahapan 

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan sistem silvikultur THPB 

meliputi : PAK, Risalah Hutan, PWH, Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, 

Penanaman & Pemeliharaan, Pemanenan dan Perlindungan & Pengamanan 

Hutan, namun demikian belum mengacu pada pedoman teknis sesuai 

PermenLHK No. 8 Tahun 2021 dan/atau pedoman teknis terupdate lainnya. 
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b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan 

pemanfaatan hutannya 

b) Hasil telaah terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan 

pada Blok RKT 2024 dan 2025 di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar 

implementasi telah dilaksanakan sesuai SOP, namun demikan terdapat sebagian 

implementasi tahapan kegiatan yang belum sesuai dengan SOP antara lain :  

- Penataan Areal Kerja : sebagian penandaan indentitas compartment tidak 

terlihat dengan jelas di lapangan 

- Risalah Hutan : Intensitas sampling (IS) yang digunakan dalam inventarisasi 

kayu budidaya hutan tanaman sebagian kurang dari 5 % sehingga tidak 

sesuai prinsip / pedoman THPB 

- Pengadaan Bibit : Berdasarkan SOP, pengadaan bibit akasia sp dilakukan 

dengan motode tabur & cutting, sedangkan pengadaan bibit eucalyptus 

dilakukan dengan motode tabur, sementara realisasi di lapangan terdapat 

beberapa cara pengadaan bibit yang dilakukan, yaitu tabur, cutting, tissue 

culture dan pengadaan dari PBPH lain  

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin 

kelestarian hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau 

pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya 

b) Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2023 – 2024, total realisasi 

penanaman adalah seluas 5.319,77 Ha dengan jenis tanaman yang ditanam yaitu : 

Acacia sp seluas 2.761,22 Ha dan Eucalyptus seluas 2.558,55 Ha. 

c) Pencapaian kegiatan penanaman selama periode tahun 2023 – 2024 adalah 

sebagai berikut : 

Tahun 
Rencana Realisasi 

Pencapaian 
TK/Semak HT TK/Semak HT 

2023 0 2.576,05 0 2.540,30 98,61 % 

2024 15,00 2.609,63 0 2.779,47 105,90 % 

d) Realisasi penanaman tahun 2024 tercatat melebihi target seluas 154,84 Ha 

dikarenakan pada bulan Desember 2024 sebagian areal di blok RKT 2024 yang 

tergenang banjir sehingga beberapa compartment dilakukan replanting meliputi 

compartment D047, E228, E139, I706, I716, I415 dan I170. 

e) Berdasarkan data di atas, realisasi penanaman tahun 2023 dan 2024 

dilaksanakan > 80 % dari RKTPH 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.3 

: 12 / 15 x 100 % = 80,00 % SEDANG ( 2 ) 

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 

hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang  
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Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki prosedur penerapan teknologi 

ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu :  

- SOP Panen Kayu Hutan Tanaman, No. Dok. 003-NKL-WS-SOP Rev. 0 Tanggal 

1 Desember 2016 

- SOP Microplanning, No. Dok. 001-NKL-WS-SOP Rev. 0 Tanggal 1 Desember 

2016 

- WI RIL Pasca Pemanenan, No. Dok. 005-NKL-WS-WI Rev. 0 Tanggal 1 

Desember 2016 

b) Hasil telaah prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang dimiliki PT 

Nusantara Kalimantan Lestari menunjukkan bahwa prosedur telah memuat 

ketentuan-ketentuan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfatan hutan meliputi perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan 

dan paska pemanenan, namun demikian SOP belum mengacu pedoman teknis 

terupdate yaitu Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021 terkait pedoman 

penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki prosedur penerapan teknologi 

ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya  

b) Hasil observasi di lapangan khususnya terhadap kegiatan usaha pemanfaatan 

kayu budidaya hutan tanaman, implementasi penerapan teknologi ramah 

lingkungan telah dilakukan  pada setiap tahapan usaha pemanfaatan hutan, 

sebagai berikut :   

1) Perencanaan Pemanenan : Telah dibuat peta microplanning untuk masing-

masing compartment yang akan dipanen, telah dilakukan penandaan batas 

area pemanenan berupa pita warna kuning sehingga areal konservasi tidak 

terganggu oleh aktivitas penebangan. 

2) Pelaksanaan Pemanenan : Pelaksanaan pemanenan telah sesuai dengan SOP 

dan sesuai peta microplanning yang dibuat antara lain penentuan arah rebah 

telah sesuai, excavator mengikuti jalur sarad yang telah ditentukan, 

penumpukan kayu dilakukan pada lokasi TPn yang telah direncanakan. 

3) Paska Pemanenan : Sampah kayu sisa penebangan sebagian diserak secara 

merata dan sebagian dirumpuk secara teratur sesuai arah rumpukan yang 

direncanakan dalam peta microplanning, tidak ada sampah kayu di areal 

konservasi / drainase atau parit, tidak terdapat limbah B3 atau tumpahan oli 

di petak kerja. 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan 

kayu budidaya hutan tanaman sehingga tingkat kerusakan sumber daya hutan 

diukur dengan menghitung keterbukaan areal   

b) Pengukuran keterbukaan areal dilakukan melalui analisa luasan area yang terbuka 

(jalan, bangunan, sarana prasarana) pada area kerja 

c) Tingkat keterbukaan areal pada blok RKT tahun 2023 – 2025 adalah sebagai 

berikut :  

Blok 

RKT 

Luas Areal 

Kerja (Ha) 

Areal Terbuka (Ha) 

(Jalan, sarpras) 

Keterbukaan 

Areal  

2023 2.540 106,90 4,21 % 

2024 2.779 139,10 5,01 % 
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2025 3.927 143,30 3,65 % 

Rata-rata keterbukaan areal 4,29 % 

Rata-rata keterbukaan areal pada Blok RKT adalah 4,29 % ( < 20% ) 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.4 

: 14 / 15 x 100 % = 93,33 % BAIK ( 3 ) 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan 

hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menerbitkan dokumen 

RKTPH setiap tahunnya. Seluruh RKTPH yang ditertbitkan telah lengkap meliputi 

SK RKTPH, Dokumen RKTPH dan Peta RKTPH 

b) Jenis usaha pemanfaatan hutan yang dilakukan di PT Nusantara Kalimantan Lestari 

adalah pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan tanaman yang dibuat 

berdasarkan hasil inventarisasi Pre Harvest Inventory (PHI). 

c) Dokumen RKTPH selama periode audit sebagai berikut : 

RKT 

Tahun 

Surat Keputusan Jenis Usaha 

Pemanfaatan 

Hutan 

2023 Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. SK-01/NKL/0101/2023 tanggal 1 

Januari 2023 tentang Persetujuan RKTPH 

Tahun 2023 dan CO RKTPH Tahun 2022 PT 

NKL 

Pemanenan Kayu 

Budidaya Hutan 

Tanaman  

2023 

Revisi 

Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. SK-02/NKL/3110/2023 tanggal 31 

Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan 

RKTPH Tahun 2023 PT NKL 

Pemanenan Kayu 

Budidaya Hutan 

Tanaman  

2024 Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. 03/DIR-NKL/XII/2023 tanggal 29 

Desember 2023 tentang Persetujuan RKTPH 

Tahun 2024 PT NKL 

Pemanenan Kayu 

Budidaya Hutan 

Tanaman  

2025 Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. 04/DIR-NKL/XII/2024 tanggal 4 

Januari 2025 tentang Persetujuan RKTPH 

Tahun 2025 PT NKL 

Pemanenan Kayu 

Budidaya Hutan 

Tanaman  

2025 

Revisi 

Keputusan Direktur PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. 93/Dir_NKL/XI/2025 tanggal 6 

November 2025 tentang Persetujuan 

Perubahan RKTPH Tahun 2025 PT NKL 

Pemanenan Kayu 

Budidaya Hutan 

Tanaman  

 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat peta rencana kerja tahunan selama 

periode audit. Peta dibuat oleh personil GanisPH dan disetujui oleh Direktur 

Perusahaan 
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b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Nusantara Kalimantan Lestari 

juga dilengkapi dengan peta kerja, sebagai contoh :   

- Peta Permanent Sample Plot Comp. H016 dengan skala 1 : 6.000 

- Peta Plantation Monitoring Assesment Comp. F743 dengan skala 1 : 4.200 

- Peta Pemasangan Patok Compartment 2025 dengan skala 1 : 35.000 

- Peta Micro Planning Pre Harvesting Comp. B082 dengan skala 1 : 3409 

- Peta Micro Planning Plantation Comp. B106 dengan skala 1 : 2.750 

- Peta Plantation Quality Assessment Comp. B003 dengan skala 1 : 2.500 

c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai 

dengan peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan konservasi atau 

kawasan yang dilindungi . 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Berdasarkan observasi di lapangan, telah dilaksanakan penandaan pada blok RKT 

seperti pemasangan plang RKT, pemasangan pal / patok identitas compartment 

dan penandaan batas compartment berupa polet warna kuning pada pohon. Namun 

demikian, terdapat sebagian penandaan di lapangan yang tidak sesuai dan sebagian 

tidak terlihat dengan jelas di lapangan seperti : 

- Pada blok RKT Tahun 2024 tidak ditemukan Plang Blok RKT 

- Salah satu Plang Blok RKT Tahun 2025 mencantumkan informasi luas yang 

tidak sesuai (masih menggunakan luas RKT sebelum perubahan) 

- sebagian tulisan atau informasi yang tercantum pada pal / patok identitas 

compartment telah pudar sehingga tidak terlihat dengan jelas  

b) Penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan lindung atau 

konservasi yang berbatasan langsung dengan blok RKT yaitu :  

- Pada titik koordinat S 2˚ 28’ 22.805”, E 110˚ 35’ 29.094” terdapat penandaan 

batas kawasan konservasi riparian yang berbatasan dengan compartment 

B070 Blok RKT Tahun 2025, patok batas dibuat dengan pipa paralon warna 

merah bertuliskan KL 

- Pada titik koordinat S 2˚ 29’ 50.563”, E 110˚ 35’ 33.973” terdapat penandaan 

batas kawasan konservasi riparian yang berbatasan dengan compartment 

D147 Blok RKT Tahun 2025, patok batas dibuat dengan pipa paralon warna 

merah bertuliskan KL 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Selama periode tahun 2023 - 2024 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan kegiatan produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang 

dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan 

tanaman dengan jenis tanaman akasia sp dan eucalyptus. 

b) Berdasarkan laporan realisasi produksi, pencapaian realisasi produksi selama 

periode tahun 2023 - 2024 adalah sebagai berikut :  

RKT 

RENCANA REALISASI PENCAPAIAN 

Luas 

(ha) 

Volume 

(m3) 

Luas 

(ha) 

Volume 

(m3) 

Luas 

(ha) 

Volume 

(m3) 

2023 2.576,05 399.026,82 2.457,00 441.394,38 95,38 % 110,62 % 

2024 2.803,29 334.906,51 2.364,32 292.555,15 84,34 % 87,35 % 

Rata-rata pencapaian  89,86 % 98,99 % 
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Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH dengan 

rata-rata pencapaian realisasi volume produksi selama tahun 2023 -  2024  sebesar 

98,99 % atau > 80 % dari yang direncanakan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.5 

: 16 / 18 x 100 % = 88,89 % BAIK ( 3 ) 

 

6

. 

Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai 

kegiatan usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 

Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang 

memuat laporan posisi keuangan PT Nusantara Kalimantan Lestari selama 

periode tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut : 

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 

laporan auditor independen No. 00003/2.1385/AU.1/01/1703-1/1/I/2025 

tanggal 16 Januari 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Titus Haryanto dan 

Mayhotraja 

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 

laporan auditor independen No. 00117/2.1385/AU.1/01/1703-2/1/VI/2025 

tanggal 26 Juni 2025 oleh Kantor Akuntan Publik Titus Haryanto dan 

Mayhotraja 

b) Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Nusantara Kalimantan Lestari 

selama periode tahun 2023 dan 2024 berdasarkan neraca keuangan dan laporan 

laba rugi yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

No Parameter 2023 2024 

1. Likuiditas 187,86 % ( > 150 % ) 147,89 % ( 100 – 150 % ) 

2. Solvabilitas 129,58 % ( 100 – 

150 % ) 

127,08 % ( 100 – 150 % ) 

3. Profitabilitas Positif Negatif 

4. Opini Wajar Wajar 

Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan 

periode tahun 2023 dan 2024 adalah wajar dengan sebagian parameter 

Profitabilitas Positif, sebagian parameter Liquiditas > 150 % dan Solvabilitas 100 

- 150 % 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Data (primer/skunder) dan/atau dokumen yang diperoleh : 

a) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki laporan rencana dan anggaran 

perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh Tim Finance 

& Accounting Perusahaan. 

b) Hasil analisis perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan berdasarkan 

RKAP periode tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

Tahun Parameter Pencapaia

n 

Kegiatan 
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2023 Alokasi Maks 99,89 % Sarana & Prasarana 

Alokasi Min 93,26 % Pengendalian Kebakaran 

Perbedaan    6,64% 

2024 Alokasi Maks 111,44 % Kewajiban kepada negara 

Alokasi Min 60,69 % Kewajiban kepada lingkungan & 

sosial 

Perbedaan    50,75 % 

Rata-rata Perbedaan    28,69 % 

c) Rata-rata realisasi alokasi dana selama periode tahun 2023 dan 2024 untuk 

seluruh bidang kegiatan kurang proposional, perbedaan sebesar 28,69 % atau > 

20% - 50% 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau 

laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani 

komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki laporan rencana dan anggaran 

perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh Tim Finance 

& Accounting Perusahaan. 

b) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan RKAP 

periode tahun 2020 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

- Tahun 2023 : Realisasi alokasi dana mencukupi 98,76 % dari kebutuhan 

- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana mencukupi 89,06 % dari kebutuhan 

c) Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode 2023 dan 2024 

berdasarkan RKAP yang dibuat mencukupi  > 80 % dari kebutuhan 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki laporan rencana dan anggaran 

perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh Tim Finance 

& Accounting Perusahaan. 

b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan meliputi 

meliputi : perencanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, 

pemeliharaan tanaman dan pengendalian kebakaran berdasarkan RKAP periode 

tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

- Tahun 2023 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 

98,46 % 

- Tahun 2024 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 

88,62 % 

c) Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan selama periode tahun 2020 

s.d 2024 mencapai 93,54 %, berdasarkan realisasi kegiatan teknis kehutanan di 

lapangan seperti pemanenan dan penanaman, selama periode tahun 2023 dan 

2024 pencapaian kegiatan pemanenan dan penanaman > 90 % sehingga 

disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan sesuai 

dengan output kegiatan di lapangan. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : Baik 
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Uraian Singkat 

Justifikasi 

: a) PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki laporan rencana dan anggaran 

perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh Tim Finance 

& Accounting Perusahaan. 

b) Berdasarkan RKAP yang dibuat, PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

merencanakan anggaran untuk kegiatan yang memungkinkan modal ditanamkan 

(kembali) ke hutan meliputi kegiatan pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan 

tanaman, pengendalian kebakaran, dan penelitian & pengembangan dengan 

pencapaian sebagai berikut :  

- Tahun 2023 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 

98,40 % 

- Tahun 2024 : Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan mencapai 

90,74 % 

c) Rata – rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode 

tahun 2023 dan 2024 mencapai 94,57 % atau > 80 % dari jumlah yang 

direncanakan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 2.6 

: 22 / 24 x 100 % = 91,67 % BAIK ( 3 ) 

 

 

 

C. Aspek EKOLOGI 

 

1. Indikator 

3.1 

: Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai 

Konservasi Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 

3.1.1 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 

perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a) Luas kawasan lindung PT Nusantara Kalimantan Lestari sesuai dokumen 

Perubahan RKUPH Tahun 2025 Periode 2020 – 2029 meliputi : 

No. Kawasan Lindung Luas (Ha) 

1.  Perlindungan Keanekaragaman Hayati  

a. Bufferzone Cagar Alam Muara Kendawangan 824,00 

b. Cagar Budaya 338,88 

c. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) 921,80 

d. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 525,55 

2. Pemulihan Lingkungan  

a. Sempadan Sungai 2.201,77 

3. Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon --- 

Total (Ha) 9.174,05 

b) PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki Laporan Identifikasi 

Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2017 dan Dokumen Monitoring Terpadu 
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Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi Habitat 

Orangutan Tahun 2020. 

Areal Bernilai Konservasi Tinggi PT Nusantara Kalimantan Lestari 

No. 
Kawasan 

Konservasi 

Luas 

2017 

(Ha) 
 

Luas 2020 (Ha) Monev 

2020 

(Ha) 
Alih 

Fungsi 
Penambahan 

1. Kawasan 

Konservasi Air 

Hitam (KAH) 

2,202.00  417.00                    -    1,785.00  

2. Kawasan 

Konservasi 

Utak Undang 

(KUU) 

3,984.00 
       

704.45  

                   

-    
3,279.55  

3. Kawasan 

Konservasi 

Bangkal Serai 

(KBS) 

3,656.00 
         

685.90  
      1,445.30  

 

4,415.40  

  Total   
    

1,807.35  

1,445.30  9,479.95  

Sumber : Monitoring dan Evaluasi KBKT Tahun 2020 

c) Hasil observasi lapang pada kawasan lindung Sempadan Sungai Utak 

Udang (2˚29’31,704”S 110˚43’25,17”E), Sempadan Anak Sungai Belaban 

(2˚26’10,032”S 110˚34’43,734”E), KPPN (2˚25’14,676”S 

110˚30’54,372”E), Bufferzone Cagar Alam Kendawangan (2˚24’52,698”S 

110˚29’43,068”E), Cagar Situs Budaya Nyaru (2˚29’36,414”S 

110˚39’7,974”E) menunjukkan lokasi tersebut telah sesuai dengan peta 

RKUPH Tahun 2025 sehingga telah menunjukkan kesesuaian lokasi.  

b. Verifier 

3.1.2 

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas 

dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melaksanakan penataan batas 

kawasan lindung sebesar 456,17 Km (53,38% dari rencana sebesar 854,62 

Km). 

No. Kawasan Lindung 
Panjang 

batas (Km) 

Penataan KL (Km) 

Rencana Realisasi 

1. Bufferzone dan 

Kawasan Lindung 

35,48 16,06 5,59 

2. Cagar Budaya 46,85 21,05 3 

3. KPPN 306,57 130,21 51,79 

4. Sempadan Sungai 625,87 672,09 395,79 
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5. Kawasan 

Konservasi (rawa) 

36,86 15,21 0 

 Total (Km) 1.051,63 
854,62 456,17 

(53,38%) 

b. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui format penandaan batas di 

lapangan telah sesuai dengan prosedur.  

a. Pada Sempadan Sungai Utak Udang (2˚29’31,584”S 110˚43’24,852”E) 

diverifikasi terdapat patok dari paralon berwarna merah dengan 

ketinggian ±1 meter diatas permukaan tanah bertuliskan KL-SS-PT NKL. 

Begitupun pada KPPN (2˚25’14,676”S 110˚30’54,372”E), patok memiliki 

format yang sudah seragam dengan tulisan KL-KPPN-PT NKL.  

b. Pada Bufferzone Cagar Alam Kendawangan, belum dilaksanakan 

penataan batas kawasan lindung. 

c. Saat kegiatan observasi lapang, pada seluruh kawasan lindung termasuk 

Cagar Situs Budaya Nyaru belum terdapat penandaan lokasi ABKT dan 

deliniasi ABKT di lapangan. PT NKL telah mengirimkan bukti tambahan 

dokumentasi pemasangan pal batas ABKT sesuai BA Kegiatan Pemasangan 

Pal Batas Kawasan Lindung ABKT NKT 6 Tanggal 4 Desember 2025 pada 

Cagar Budaya Nyaru (terpasang 7 patok setiap interval 50 meter). 

Implementasi pemasangan ini akan diverifikasi pada audit selanjutnya. 

Penataan ABKT pada areal lainnya belum dilaksanakan.  

c. Verifier 

3.1.3 

: Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. Pada saat audit Penilikan Ke-3 ini dilaksanakan, PT Nusantara Kalimantan 

Lestari telah memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2025. Meskipun 

begitu, belum terdapat hasil analisis tutupan lahan di kawasan lindung sesuai 

dengan peta ini. Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung 

yang tercantum di Peta Revisi RKUPH Tahun 2023 Periode Tahun 2020 - 

2029 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2023, kondisi penutupan 

kawasan lindung yang masih berhutan (Belukar Tua) yaitu 8.205,16 Ha 

(86,41%) dari total luas kawasan lindung 9.495,82 Ha. 

No. 
Kawasan 

Lindung 

Penutupan Lahan (Ha) 
Jumlah 

(Ha) Belukar 

Tua 

Belukar 

Muda 

Pertam-

bangan 

Tertutup 

Awan 

1. Buffer Zone 834.41 - - 0.65 835.06 

2. Cagar Budaya 418.96 32.72 - 23.42 475.10 

3. KPPN 900.63 

 

- 21.17 921.80 

4. KPSL 426.23 38.77 

 

63.51 528.51 
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5. Sempadan 

Sungai 

3,864.09 35.63 384.11 211.96 4,495.80 

6. Pemanfaatan 

Jasa 

Lingkungan 

(Pemulihan 

Lingkungan) 

1,735.32 224.35 174.67 79.70 2,214.04 

7. Pemukiman 

(skema 

PPTPKH) 

25.51 - - 

 

25.51 

 Jumlah 8,205.16 331.47 558.78 400.41 9,495.82 

 

b. Berdasarkan observasi lapang di areal kawasan lindung, diketahui penutupan 

kawasan lindung PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut : 

- Pada Sempadan Sungai Utak Udang (2˚29’33,396”S 110˚43’24,924”E), 

tutupan mayoritas belukar tua diselingi tanaman lokal setempat dengan 

mayoritas strata pancang dan tiang. Tegakan pohon tegakan sekunder 

masih ada namun dengan kerapatan jarang. 

- Areal KPPN dan Bufferzone Cagar Alam Kendawangan mayoritas 

memiliki tipe hutan kerangas dengan jenis tutupan belukar muda dan 

semak. Mayoritas dengan jenis tanaman pakis-pakis, Gelam, dan 

Balangeran 

c. Selama periode audit, penanaman kawasan lindung PT Nusantara 

Kalimantan Lestari terealisasi 97,30 Ha (108%) dari rencana 90,00 Ha 

dengan jenis Sungkai, Gelam, Balangeran, dan lainnya. 

d. Verifier 

3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 

gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : Not Applicable 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Sebaran jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH PT Nusantara Kalimantan 

Lestari yaitu : Aluvial seluas 1.877,88 Ha (5,40%), Glei-Humus seluas 20.054,49 

Ha (57,65%), dan Latosol seluas 12.854,81 Ha (36,95%). Pada konsesi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat jenis tanah gambut, sehingga tidak 

diwajibkan pengelolaan tanah gambut dan verifier ini tidak diterapkan (Not 

Applicable). 

e. Verifier 

3.1.5 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 26 dari 81 
 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, terdapat aktifitas 

yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung PT Nusantara 

Kalimantan Lestari, meliputi penambangan Puyak / Pasir Kuarsa di wilayah 

Sempadan Sungai Air Hitam Hulu dan kebun sawit masyarakat. Adapun 

luasan konflik pada kawasan lindung ini belum dilakukan identifikasi secara 

menyeluruh.  

b. PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan upaya penyelesaian 

gangguan pada kawasan lindung melalui sosialisasi kawasan lindung ke 

masyarakat yang terpadu dengan Sosialisasi RKT Tahun 2024 dengan 

sasaran kepada Desa Bangkal Serai, Desa Pantai Ketikal, Desa Air Hitam 

Hulu, dan Desa Tanah Hitam. Adapun sosialisasi RKT Tahun 2025 belum 

dilaksanakan. 

c. PT NKL telah melaksanakan sosialisasi pada penambang ilegal sesuai BA 

Sosialisasi Pertambangan Ilegal No. 010-BA-EHS-NKL-XI-2025 Tanggal 27 

November 2025. Kegiatan penambangan ilegal juga telah dilaporkan kepada 

Kepolisian Sektor Kendawangan dan Camat Kendawangan (tanda terima 

dokumen pelaporan tanggal 20 Oktober 2025).  

Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan terdapat aktifitas yang tidak sesuai 

ketentuan pada kawasan lindung tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang 

PBPH yang terdokumentasi namun belum sampai pada tahap Nota 

Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). 

f. Verifier 

3.1.6 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL 

dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

 

: a. Selama periode audit 2 tahun terakhir, PT Nusantara Kalimantan Lestari 

telah melaksanakan beberapa kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai 

rencana dan mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam berita acara 

pengelolaan kawasan lindung yang mencakup kegiatan : 

1. Pemasangan plang kawasan lindung 

2. Penanaman Kawasan Lindung 

3. Penataan batas kawasan lindung 

4. Penyuluhan/sosialisasi kawasan lindung 

b. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia mencakup 

pengelolaan pada Cagar Alam Kendawangan, Cagar Budaya, dan KPSL. 

c. Selama periode audit, PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

membuat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan melaporkannya ke instansi 

terkait secara elektronik melalui website SIMPEL (Sistem Informasi 

Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup). 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.1 

: (16 / 21) x 100% = 76,19% (SEDANG) 
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2. Indikator 

3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 

3.2.1 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, 

terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa 

izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain 

yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Gangguan hutan yang berpotensi terjadi di wilayah PT Nusantara Kalimantan 

Lestari terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan 

tanpa izin, kebakaran hutan dan lahan, hama penyakit tanaman, serta perburuan 

flora dan fauna dilindungi. Berdasarkan kondisi lapangan, terdapat pula 

gangguan penambangan liar di wilayah sungai PT NKL. 

Prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari  ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. Nama dan Nomor 

Dokumen 
Deskripsi 

1. Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan (SOP 

No. 021-NKL-SSL-SOP 

Tanggal 3 Desember 

2018 Rev. 1 Tanggal 26 

November 2025) 

SOP ini berisi metode penanganan atau 

pengendalian terhadap beberapa gangguan, 

diantaranya : 1) pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan; 2) gangguan alam; 3) 

penanganan huru hara dan demonstrasi; 4) 

penanganan hama dan penyakit; 5) 

penanganan pertambangan tanpa izin; 6) 

pengendalian pembalakan liar dan 

perburuan satwa dilindungi; 6) 

pengendalian ladang berpindah. Prosedur 

telah mengacu ke PermenLHK No. 32 

Tahun 2016. 

2. Penyelesaian Konflik 

lahan (SOP No. 018-NKL-

SSL-SOP Tanggal 1 

November 2018 Revisi 1 

Tanggal 25 November 

2025) 

Prosedur penyelesaian konflik lahan 

dilaksanakan melalui identifikasi dan 

pengumpulan informasi dasar konflik, 

penanganan oleh manajemen dan mediator, 

dan penyelesaian melalui beberapa 

metode : non litigasi melalui negosiasi dan 

mediasi ataupun melalui litigasi/ jalur 

hukum. Prosedur telah mengacu pada 

aturan terbaru PermenLHK No. 8 Tahun 

2021. 

3. Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan (SOP 

No. 017-NKL-EHS-SOP 

Tanggal 1 Desember 

2016 Rev. 1 Tanggal 3 

Juli 2023) 

Prosedur mengatur tentang kebijakan zero 

burning, organisasi dan tanggung jawab 

tim, penilaian dan pemetaan tingkat bahaya 

dan risiko kebakaran, monitoring hotspot, 

pemasangan plang pencegahan kebakaran, 

teknis kegiatan patroli, dan penjelasan 

terkait metode pemadaman. Prosedur telah 
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mengacu pada aturan terkait termasuk 

PermenLHK No. 32 Tahun 2016. 

4. Monitoring Hama 

Penyakit (SOP No. 001-

NKL-RND-SOP Tanggal 1 

Desember 2016) 

Pengamatan hama dan penyakit dilakukan 

dengan sistem tetap dengan jumlah contoh 

5% dari setiap kompartemen. Pengamatan 

dilakukan melalui identifikasi tanaman yang 

diserang oleh hama dan/ atau penyakit. 

Frekuensi pengamatan dilakukan setiap 2 

minggu sekali pada tanaman yang 

terserang. Hasil pengamatan dibuatkan 

pelaporan. 

5. Pedoman Penanganan 

Satwa Liar (SOP No. 012-

NKL-EHS-SOP Tanggal 

18 September 2023 

Revisi 2 Tanggal 25 

November 2025) 

Metode pencegahan perburuan satwa 

dilakukan melalui sosialisasi para pihak, 

pemberian sanksi, pemasangan tanda 

larangan berburu, melakukan pengawasan / 

patroli, dan melakukan penyitaan satwa 

hasil buruan. Prosedur juga menjelaskan 

teknis penyelamatan satwa secara insitu 

dan eksitu. Prosedur mengacu pada aturan 

terkait. 

.. 

b. Verifier 

3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyediakan sarana prasarana 

pendukung untuk perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan jenis 

gangguannya, diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. 

Jenis 

Gangguan 

Hutan 

Sarana 

Prasarana 
Jumlah Lokasi/ Keterangan 

1. 
 

Perambahan 

kawasan 

Plang 

larangan 

perambahan 

hutan 

9 Km 8, Comp I.022, 

KPPN (Comp A.047), 

G084, J103, J030, 

I141, I089, B138 

2. Pemanenan 

atau 

penebangan 

tanpa izin 

Plang 

larangan 

illegal logging 

5 Km 8, Comp I.022, SS. 

Utak Udang, KPPN, 

Cagar Budaya 

3. Pencegahan 

dan 

pemadaman 

kebakaran 

Sarana 

prasarana 

dalkarhutla  

 

Rata-rata ketersediaan 

sarpras dalkarhutla 

91,4% sesuai standar 

P.32/2016 untuk 2 regu 

inti 

Plang 

larangan 

pembakaran 

hutan 

26 Main road, logpond, 

J029, Estate, E127, 

G089, I131, I037, I091, 

G425, G116, H047, 
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H035, A122, A061, 

D179, D064, C101, 

D428, C104, C196, 

C399, B020, B096, 

E126, C044 

Mobil Tangki 

Air 

2 Estate NKL 

Plang FDR 4 Estate NKL, Logpond, 

Desa Bangkal Serai, 

Desa Pantai Ketikal 

Posko 

Dalkarhutla 

1 Estate NKL 

Waterpoint 40 Tersebar di seluruh 

areal PT NKL  

Menara Api 

 

 

2 Comp D.086, I.132, 

4. Hama dan 

penyakit 

tanaman 

Pestisida 11 

item 

Tersimpan di Gudang 

store  

Pupuk 10 

item 

5. Perburuan 

flora dan 

fauna 

Plang 

larangan 

berburu 

9 Main Road, A047, 

I091, H017, B161 

6. Penambangan 

liar 

Plang 

larangan 

penambangan 

liar 

1  

b. Sarana prasarana security PT NKL yang tersedia diantaranya : Seragam PDH 

(11 unit), Sepatu Dinas (11 pasang), Helm (11 unit), Peluit (11 unit), Handy 

Talkie (2 unit), Pos Jaga (2 unit); Buku Tamu (1 unit), Buku Mutasi Jaga (1 

unit), dan lainnya. 

c. Berdasarkan pengamatan di gudang sarpras dalkarhutla PT NKL 

(2˚29’8,496” S 110˚37’38,526”E), beberapa sarpras yang tersedia 

diantaranya headlamp (36 unit), sarung tangan (30 pasang), peples (36 

unit), baju pemadam (25 unit), tenda (4 unit), kapak (8 unit), pompa induk 

(4 unit), GPS (2 unit), dan lainnya. PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 

sarana deteksi dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berupa drone.  

c. Verifier 

3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 

pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Nusantara Kalimantan Lestari terdiri 

dari : 

a. Tenaga pengamanan hutan (security) yang merupakan tenaga outsourcing 

dari PT Security Grup Indonesia sejumlah 12 personil yang seluruhnya telah 

memiliki sertifikat kompetensi Gada Pratama. 

b. Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla) terdiri 

dari 2 Regu Inti Dalkarhutla (16 orang/regu, seluruhnya kompeten), 1 Regu 

Pendukung (16 orang), dan 2 Regu Perbantuan berupa Masyarakat Peduli 

Api (MPA) di Desa Bangkal Serai dan Desa Pantai Ketikal masing-masing 16 

orang tiap regu (sudah ada kesepakatan). 

c. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mengadakan kegiatan pelatihan 

internal perlindungan dan pengamanan hutan sebanyak 3 kali dalam periode 

audit. 

d. Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung 

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, yakni : Pelaporan dalkarhutla 

melalui website SIPONGI dan groudcheck lapangan dengan drone. 

d. Verifier 

3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Implementasi kegiatan perlindungan hutan PT Nusantara Kalimantan Lestari 

pada periode audit, diantaranya : 

a. Tindakan preemtif berupa sosialisasi masyarakat binaan dan sosialisasi 

tidak langsung kepada para pihak melalui pemasangan plang dan rambu-

rambu larangan perburuan dan membakar hutan 

b. Tindakan preventif : Penyediaan SDM dalkarhutla dan security yang 

dilengkapi sarana prasarana pendukung, Patroli areal kerja setiap hari, 

penyediaan embung air dan peta rawan kebakaran, Monitoring Peringkat 

Bahaya Kebakaran setiap hari, dan Penjagaan di pos jaga dan portal setiap 

hari (2 shift) 

c. Tindakan represif : menyampaikan laporan kebakaran hutan dan lahan 

setiap bulan secara elektronik melalui website SIPONGI; membentuk 

Masyarakat Peduli Api; serta Pelaporan gangguan penambangan ilegal ke 

Polsek dan Camat Kendawangan.  

Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal yakni penyelesaian konflik 

lahan berupa kebun sawit masyarakat. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.2 

: (13/ 15) x 100% = 86,67% (BAIK) 

 

3. Indikator 

3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

akibat pemanfaatan hutan 
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a. Verifier 

3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: 1. Berdasarkan dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2018 PT 

Nusantara Kalimantan Lestari, dampak negatif penting yang potensial timbul 

karena kegiatan operasional perusahaan diantaranya : Peningkatan kualitas 

udara (CO, SO2, NO2, sebaran debu lokal), Peningkatan kebisingan, 

Peningkatan aliran air permukaan (runoff), Peningkatan erosi, dan 

Perubahan Kualitas air permukaan (peningkatan TSS). 

2. Dalam pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai poin a), PT NKL telah 

menyusun beberapa prosedur, diantaranya : 

No. Prosedur Kelengkapan 

1. SOP Pemantauan Dust Fall 

No. 015-NKL-EHS-SOP 

Tanggal 1 Desember 2016 

Prosedur belum mengacu PP No. 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

2. SOP Pembuatan, Perawatan 

Jembatan, dan Gorong-

gorong No. 002-NKL-INF-

SOP Tanggal 1 Desember 

2016 

Lengkap  

3. SOP Pemantauan Erosi 

Tanah No. 004-NKL-EHS-

SOP Tanggal Terbit 1 

Desember 2016 Revisi Ke-2 

Tanggal 2 Desember 2021 

Lengkap 

4. SOP Pedoman Pengambilan 

Sampel Air No. 005-NKL-

EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016 

Prosedur belum mencantumkan 

acuan PP No. 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

didalamnya berisi terkait baku mutu 

kualitas air. 

5. SOP Pedoman Pemantauan 

Kepadatan, Ketebalan 

Lapisan Top Soil dan 

Kesuburan Tanah No. 014-

NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016 

Prosedur belum mengacu PP No. 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

6. SOP Penerimaan, 

Penyimpanan dan 

Pengeluaran Pestisida, 

Pupuk, Bahan Bakar, dan 

Bahan Pelumas No. 002-

NKL-CSD-SOP Tanggal 1 

Desember 2016 

Prosedur belum mengacu pada 

PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan 

LB3 dan PP No. 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (didalamnya turut 

memuat pedoman penyimpanan LB3). 
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7. SOP Pedoman Pemantauan 

Karakteristik Air Sungai No. 

018-NKL-EHS-SOP Tanggal 

1 Desember 2016 

Prosedur belum mengacu PP No. 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

8. SOP Pedoman Penyimpanan 

Limbah B3 Tanggal 009-

NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016 Revisi 1 

Tanggal 2 Desember 2021 

Prosedur telah mengacu pada 

PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan 

LB3 dan PP No. 22 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

9. SOP Pedoman Pengelolaan 

Limbah Domestik dan 

Limbah Non-B3 No. 008-

NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016 Revisi 1 

Tanggal 2 Desember 2021 

Prosedur belum mencantumkan 

acuan : PermenLHK No. 19 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Limbah Non Bahan Berbahaya dan 

Beracun dan PP RI No. 18 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga. 

10. SOP Pedoman Tempat 

Penyimpanan Bahan Kimia 

dan Wadah Bekas Bahan 

Kimia No. 010-NKL-EHS-

SOP Tanggal 1 Desember 

2016 Revisi 1 Tanggal 2 

Desember 2021 

Prosedur belum mengacu pada 

PermenLHK No. 6 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan 

LB3 

.  

b. Verifier 

3.3.2 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang 

didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. Keberadaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-

kimia dan limbah B3 PT Nusantara Kalimantan Lestari ditunjukkan pada tabel 

berikut : 

No. Sarana Prasarana Ketersediaan 

1.  Pengukur curah hujan 

(ombrometer) 

Rain gauge : 1 buah. Lokasi : basecamp 

PT NKL Km. 20 (2˚29’8,412” S 

110˚37’36,252” E). Kondisi : Baik. 

2.  Pengukur tinggi muka 

air sungai (TMAS) dan 

debit sungai 

TMAT portable. Pengukuran debit dengan 

metode pelampung. 

3.  Sedimentasi sungai  Pengukuran sedimentasi sungai 

(Parameter TSS) menggunakan uji lab 

pihak ketiga sehingga sarpras disediakan 

pihak ketiga 
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4.  Kualitas air Pengukuran kualitas air menggunakan uji 

lab pihak ketiga sehingga sarpras 

disediakan pihak ketiga 

5.  Kualitas tanah Pengukuran kualitas tanah menggunakan 

uji lab pihak ketiga sehingga sarpras 

disediakan pihak ketiga 

6.  TPS Limbah B3 1 buah di Basecamp PT NKL 

(2˚29’10,614” S 110˚37’42,714” E). 

TPS LB3 terdiri dari Gudang limbah padat 

dan limbah cair. Lantai gudang telah 

disemen, dilengkapi palet-palet, dan 

terdapat parit-parit untuk aliran tumpahan 

minyak. 

Izin TPS LB3 : belum ada 

Kerjasama pengangkut LB3 : dengan PT 

Kahayan Mitra Internusa (Perjanjian 

Pengangkutan Limbah No. 031/NKL-

Leg/HSE.LB3/III/2023 Tanggal 1 Maret 

2023, berlaku s.d 1 Maret 2026) 

7.  Sediment pond  1 buah di persemaian (2˚29’9”S 

110˚37’45”E). 

8.  Tempat sampah 

organik dan anorganik 

Tempat sampah telah tersedia pada 

beberapa lokasi di camp dan telah 

dipisahkan berdasarkan jenisnya. Namun 

implementasi masih bercampur. 

9.  Pengukur erosi metode 

tongkat 

Plot 2 Kompartemen H51 (2˚29’6,054” S 

110˚41’38,826” E) dan Sempadan Sungai 

Utak Udang (2˚29’33,744” S 

110˚43’26,718” E). Pemasangan tongkat 

erosi dilakukan pada setiap kelerengan di 

blok RKT tahun berjalan dan kawasan 

lindung. 

10.  Rumah mesin genset 1 buah di basecamp PT NKL 

(2˚29’9,924”S 110˚37’33,912”E). 

Kondisi : Lantai sudah semenisasi dan 

dilengkapi parit-parit yang mengarah ke 

oiltrap di luar bangunan. Lantai 

dibersihkan secara berkala. 

11.  TPA sampah organik 

dan anorganik 

Tersedia di camp PT NKL (2˚29’6,096”S - 

110˚37’32,346”E). TPA sampah telah 

dibedakan berdasarkan jenisnya dengan 

kondisi Baik. 

12.  Alat berat 

pemeliharaan jalan 

- Grader (pembentukan permukaan 

jalan) : 3 unit 

- Pemadatan jalan : 3 unit 

- Pendukung (pengangkutan material, 

pembersihan, atau alat khusus 

lapangan) : 3 unit 

- Loader/ Alat pengangkutan : 1 unit 
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15. Persemaian  Persemaian bibit produksi : basecamp PT 

NKL (2˚29’3,138”S 110˚37’42,114” E). 

Persemaian bibit rehabilitasi : Posko 

dalkarhutla (2˚29’8,448”S 110˚37’37,644” 

E) 

b. PT NKL telah memiliki GANISPH-BINHUT atas nama Dharma Dinata dengan 

nomor register, penugasan, dan penempatan yang masih berlaku. Sebagian 

personil pada divisi Sustainability juga telah memiliki kompetensi terkait 

pengelolaan lingkungan, yakni : 

No. Nama Sertifikat  

1. Dharma Dinata 

(Asisten 

Sustainability) 

- Sertifikat Penanggungjawab Pengendalian 

Pencemaran Udara oleh Mutu Institute No. 

MI/P.MVT.27/0524/011-C Tanggal 3-4 Juni 

2024 

- Sertifikat Kompetensi BNSP Pengendalian 

Pencemaran Udara dari Emisi No. Reg. 

LGK.2117.00519 2024 Tanggal 8 Juni 2024 

2. Fadhillah Yusuf 

Ahmadin 

(Mandor 

Sustainability) 

- Sertifikat Penanggungjawab Pengelolaan 

Limbah B3 (PLB3) oleh Mutu Institute No. 

MI/P.58/0524/018-C Tanggal 20-21 Mei 2024 

- Sertifikat Kompetensi BNSP Pengelolaan 

LB3 No. Reg. LGK.2117.00414 2024 Tanggal 

28 Mei 2024 

3. Rizki M Yusup 

(Mandor 

Sustainability) 

- Sertifikat Penanggung jawab Operasional 

Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara 

(POIPPU) oleh Mutu Institute No. 

MI.P.35/0524/013-C Tanggal 3-4 Mei 2024 

- Sertifikat Kompetensi Pengendalian 

Pencemaran Udara dari Emisi oleh Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi No. Reg. 

LGK.2117.00529 2024 Tanggal 8 Juni 2024. 

4. Gustiandi 

Saputra (Mandor 

Sustainability) 

- Sertifikat Operasional Pengelolaan LB3 oleh 

Mutu Institute No. MI/P.MVT.38/0524/010-C 

Tanggal 20 – 21 Mei 2024 

- Sertifikat Kompetensi Pengelolaan LB3 oleh 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. Reg. 

LGK.2117.00417 2024 Tanggal 28 Mei 2024. 
 

c. Verifier 

3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 

dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen 

lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT 

Nusantara Kalimantan Lestari termuat dalam dokumen Adendum ANDAL dan 

RKL-RPL atas nama UPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 

2018. 
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b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 : 

1. Pengaturan kecepatan kendaraan untuk mengurangi debu pada jalan 

angkutan 

2. Penyiraman pada jalan yang dilalui oleh kendaraan (logging truck) yang 

terdapat pemukiman, terutama pada musim kemarau 

3. Pengaturan tata waktu pemanenan 

4. Sekeliling areal petak produksi dibangun parit-parit untuk mengalirkan 

limpasan air permukaan 

5. Pemupukan dan penyemprotan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, 

termasuk didalamnya jenis dan dosis pupuk dan/atau pestisida yang 

digunakan 

6. Pemantauan kualitas udara, kebisingan, erosi, dan kualitas air 

permukaan (parameter TSS) secara berkala 

7. Bekerjasama dengan pihak ketiga pengangkut LB3 (PT Kahayan Mitra 

Internusa) 

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai 

rencana : 

1. PT Nusantara Kalimantan Lestari belum memiliki izin TPS Limbah B3  

2. Pelaporan LB3 belum rutin dilaksanakan 

3. Belum melakukan penanaman di kanan-kiri jalan dengan tanaman yang 

dapat menangkap debu dan menyerap sisa pembakaran kendaraan 

(logging truck) seperti Trembesi, Bambu, Beringin, Krey Payung, dsb. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.3 

 (8 / 12) x 100%  = 66,67% (SEDANG) 

 

4. Indikator 

3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka 

(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 

3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yakni : SOP Identifikasi Flora dan Fauna No. 019-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 

2018 Revisi 2 Tanggal Revisi 18 September 2023. 

Metode identifikasi flora menggunakan teknis jalur/ transek di kawasan lindung. 

Metode identifikasi fauna menggunakan teknik pengamatan secara langsung 

(direct observation) dengan plot contoh berupa jalur/transek. Selain itu dengan 

metode perjumpaan tidak langsung seperti jejak, suara, kotoran, sarang, dll). 

Jenis fauna yang diamati meliputi Kelas Mamalia, burung (Aves) dan Reptilia. 

Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi dikategorikan status 

perlindungannya. 

Kekurangan dan/atau ketidaktepatan dalam prosedur ini : 
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1. Hasil identifikasi tidak dilakukan analisis populasi melalui perhitungan 

kerapatan, frekuensi, dominansi, hingga didapatkan nilai INP dan indeks 

keanekaragaman jenis. 

2. Prosedur belum mencantumkan acuan referensi terbaru yakni : 

PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

(didalamnya turut memuat acuan identifikasi satwa) 

3. Teknis pengamatan flora dilindungi menggunakan metode transek jalur, 

bukan sesuai strata tegakan dengan metode kuadrat / jalur berpetak 

4. Teknis pengamatan fauna dilindungi seluruhnya menggunakan metode 

transek, dimana hal ini kurang tepat. Metode pengamatan belum 

disesuaikan dengan taksa yang diamati, misal : Burung diamati dengan 

metode Index Point of Abudance (IPA), Herpetofauna dengan metode 

Visual Encounter Survey (VES).  

b. Verifier 

3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melaksanakan 

identifikasi flora dan fauna dilindungi dengan realisasi pelaksanaan sebagai 

berikut : 

a. Kegiatan identifikasi telah dilaksanakan setiap tahun 

b. Lokasi identifikasi di Sempadan Sungai Utak Udang 

c. Identifikasi flora mencakup jenis pada strata semai, pancang, tiang, dan 

pohon  

Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH tidak seluruhnya 

sesuai dengan prosedur dan/atau ketentuan, yakni : 

1. Hasil identifikasi belum dikategorikan sesuai status perlindungannya 

menurut standar PermenLHK No. P. 106 Tahun 2018; Appendices CITES; 

dan IUCN Red List 

2. Inventarisasi populasi jenis fauna belum dilakukan (menghitung indeks 

keanekaragaman, indeks kekayaan satwa, dan lainnya) 

3. Kegiatan identifikasi belum dilaksanakan di kawasan produksi (sesuai 

prosedur) 

c. Verifier 

3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Nusantara Kalimantan Lestari 

didokumentasikan dalam : 

1. Laporan Identifikasi Flora Fauna 2024 PT Nusantara Kalimantan Lestari 

2. Laporan Identifikasi Flora Fauna 2025 PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Nusantara 

Kalimantan Lestari : 

1. Jumlah flora dan fauna yang ditemukan  

2. Data jenis flora pada setiap strata tegakan  

3. Data jenis fauna pada taksa mamalia dan aves 

Ketidaktersediaan data hasil identifikasi PT NKL : 

1. Data analisis populasi flora tidak lengkap 

2. Data analisis populasi/ inventarisasi fauna belum tersedia 

3. Data identifikasi fauna tidak lengkap, belum tersedia hasil identifikasi pada 

herpetofauna (amphibi dan reptil) 

4. Data identifikasi flora dan fauna dilindungi di areal produksi belum tersedia 

5. Data status perlindungan flora dan fauna dilindungi menurut standar 

PermenLHK No. P. 106 Tahun 2018; Appendices CITES; dan IUCN Red List 

tidak tersedia 

6. Rekaman pendukung tidak tersedia (foto/video jenis yang ditemukan, 

Tallysheet hasil identifikasi) 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 

5. Indikator 

3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian 

yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau 

jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan 

identifikasi 

a. Verifier 

3.5.1 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyediakan prosedur terkait 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, yakni : SOP Pengelolaan Flora dan 

Fauna Dilindungi, No. 026-NKL-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 01 November 2018, 

Revisi 1 tanggal 02 Januari 2020.  

Kegiatan pengelolaan flora dan fauna secara in situ meliputi identifikasi dan 

pemantauan berkala terhadap jenis dilindungi, perlindungan habitat melalui 

pengelolaan kawasan lindung seperti penataan batas, pemasangan papan 
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informasi, pengayaan vegetasi, serta patroli pengamanan, dan sosialisasi 

kepada karyawan serta masyarakat mengenai penyelamatan dan larangan 

pemanfaatan flora dan fauna dilindungi. 

Prosedur belum mengakomodir ketentuan : 

1. Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 

tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH 

2. Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di 

Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

3. SOP KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan 

Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

4. PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

b. Verifier 

3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dibandingkan dengan prosedur, diantaranya : 

1. Melaksanakan penataan batas kawasan lindung  

2. Pengayaan di areal kawasan lindung 

3. Identifikasi flora dan fauna dilindungi, namun pelaksanaan dan ketersediaan 

data tidak lengkap 

4. Pemasangan plang larangan/himbauan menjaga flora dan fauna dilindungi 

5. Sosialisasi pada masyarakat dan karyawan terkait perlindungan flora dan 

fauna dilindungi  

6. Patroli areal kerja setiap hari 

7. Membentuk tim pendukung perlindungan satwa liar 

8. Penyediaan sarana prasarana pendukung perlindungan satwa liar 

Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum dilaksanakan secara 

optimal sesuai prosedur dan/atau ketentuan yang dipersyaratkan peraturan 

perundangan diantaranya : 

1. PT Nusantara Kalimantan Lestari belum mengadakan kegiatan peningkatan 

kompetensi terkait perlindungan satwa liar/mitigasi konflik satwa-manusia 

2. Deliniasi areal ABKT di lapangan yang sudah dilaksanakan hanya pada NKT 

6, areal ABKT lainnya belum dilakukan deliniasi 

3. Pelaksanaan dan ketersediaan data identifikasi flora dan fauna dilindungi 

belum lengkap sesuai prosedur (merujuk verifier 3.4.2 dan 3.4.3) 

c. Verifier 

3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 
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NILAI : SEDANG 

Uraian 

Singkat 

Justifikasi 

: a. PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah mengalokasikan areal PBPH 

untuk perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni sempadan 

sungai untuk mencari minum, makan, serta tempat berkubang satwa, serta 

KPPN dan KPSL untuk perlindungan flora dan fauna dilindungi. 

b. Hasil verifikasi dokumen, wawancara, dan pengecekan lapangan, diketahui 

masih terdapat gangguan pada kawasan lindung yakni Penambangan Puyak 

/ Pasir Kuarsa di wilayah Sempadan Sungai Air Hitam Hulu dan kebun sawit 

di wilayah konservasi PT NKL. Adapun perburuan satwa tidak terdapat di 

wilayah PT NKL karena memang keberadaan satwa untuk diburu (Babi, 

Rusa/Payau, dan jenis burung komersil) sudah jarang tersedia. 

Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan terdapat alokasi areal di dalam PBPH 

PT Nusantara Kalimantan Lestari berupa habitat/ homerange flora dan fauna, 

namun masih terdapat gangguan. 

Nilai Kinerja 

Indikator 3.5 

 (10 / 15) x 100%  = 66,67% (SEDANG) 

 
 

D. Aspek SOSIAL 

 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 

dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan 

oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 

areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki prosedur identifikasi keberadaan 

dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 

deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam 

: 

1. SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat 

Setempat (No. dokumen : 003-NKL-SSL-SOP), yang diterbitkan  tanggal 01 

Desember 2016, SOP dibuat oleh SSL Head, diperiksa oleh Estate Manager 

dan disetujui oleh Direktur. 

2. SOP Studi Dampak Sosial (Social Impact Assessment) (No.dokumen : 020-

NKL-SSL-SOP), yang diterbitkan  tanggal tanggal 01 November 2018, SOP 

dibuat oleh SSL Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh 

Direktur. 

3. SOP Pemanfaatan HHBK (No.dokumen : 017-NKL-SSL-SOP), tanggal terbit 

01 November 2018, SOP dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate Manager, 

dan disetujui oleh Direktur 

4. SOP Batas Partisipatif (No.dokumen ; 019-NKL-SSL-SOP) Rev.1, tanggal 

berlaku 01 November 2018, SOP dibuat oleh SSL Head, diperiksa oleh 

Estate Manager, dan disetujui Oleh Direktur 

Seluruh prosedur telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup : 

tujuan, ruang lingkup, tugas dan penanggung jawab, definisi-difinisi, prosedur. 
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Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat 

adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana 

masyarakat masih dapat beraktivitas di areal PT Nusantara Kalimantan Lestari 

untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya.  

 

Hasil telaahan terhadap Prosedur PT Nusantara Kalimantan Lestari, belum  

mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan yang 

berlaku terutama: Permen LHK No. 7 tahun 2021 (TORA) dan PermenLHK P. 9 

Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, SK. MenLHK Nomor 285 Tahun 2024 

tentang Kemitraan dalam Konsesi dan peraturan lainnya. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Prosedur kegiatan identifikasi 

keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat 

setempat dan deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum 

adat/setempat, namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki rekaman hasil pelaksanaan 

identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal PT NKL skala 1 : 110.000, 

dalam peta tersebut terdapat informasi desa-desa yang ada di dalam dan 

sekitar PT NKL. 

2. Peta Lokasi Konflik PT NKL Tahun 2023, skala 1 : 170.000, dalam peta 

tersebut terdapat informasi terkait klaim lahan oleh masyarakat atau 

kelompok masyarakat yang ada di areal PT NKL (belum suluruh klaim 

terpetakan). 

3. Laporan inventarisasi HHBK PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2021. 

Dalam laporan tersebut HHBK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat 

sekitar antara lain : Madu hutan, Ikan & Udang, Tumbuhan Obat dan Rotan 

(belum up date dan tidak dilengkapi peta lokasi). 

4. Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan oleh 

masyarakat sekitar PT NKL Tahun 2020. Laporan berisi Laporan 

Pemanfaatan Rotan dan Pemanfaatan Ikan di Desa Bangkal Serai dan Desa 

Air Hitam (belum up date) 

5. Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) pada Areal 

IUPHHK-HT PT NKL Tahun 2017, disusun oleh ECOSITROP (Ecology and 

Conservation Center for Tropical Studies), Dalam laporan tersebut 

menjelaskan NKT 5 tentang Kebutuhan Masyarakat, dan NKT 6 tentang Nilai 

Kultural. Sebagian informasi potensi HHBK disajikan dalam laporan 

Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) Tahun 2017 tersebut 

(tidak up date). 

6. Laporan Pemetaan Sosial (Social Mapping) PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2020. Laporan berisi: 1) Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, 2) 

Review Indeks Desa Memabngun, 3) Program CSR, 4) Rekomendasi Kelola 

Sosial 

 

Hasil Observasi lapangan : 

1. Kebun Sawit masyarakat Desa Pantai Ketikal (umur 2 -3 tahun) dengan 

koordinat = 2⁰ 28’ 50,29” S dan 110⁰ 43’ 6,86” E  

2. Kebun Sawit masyarakat Desa Pantai Ketikal (umur 6 -7 tahun) dengan 

koordinat = 2⁰ 30’ 29,38” S dan 110⁰ 40’ 17,91” E 
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3. Kebun Sawit masyarakat dengan koordinat = 2⁰ 31’ 11,42” S dan 110⁰ 40’ 

16,77” E 

4. Kebun Sawit masyarakat (telah dipasang papan nama dari Satgas PKH) 

dengan koordinat = 2⁰ 31’ 16,72” S dan 110⁰ 40’ 12,35” E (bagian Selatan) 

5. Lokasi PHBM an. Runi (warga Air Bamban Desa Pantai Ketikal) dengan 

koordinat = 2⁰ 31’ 16,72” S dan 110⁰ 40’ 12,35” E 

6. Kebun Sawit masyarakat dengan koordinat = 2⁰ 27’ 6,71” S dan 110⁰ 39’ 

59,97” E 

7. Kebun Sawit masyarakat (telah dipasang papan nama dari Satgas PKH) 

dengan koordinat = 2⁰ 26’ 56,41” S dan 110⁰ 39’ 8,02” E (bagian utara) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Ibu Dini Marini (Kaur desa 

Pantai Ketikal) dan Bpk. Kalabo (Kades Desa Bangkal Serai), pola penguasaan 

dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Nusantara Kalimantan 

Lestari sebagian besar berupa Kebun Sawit dan Tanaman Pertanian, sedang 

pemanfaatan HHBK oleh masyarakat di areal PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yang masih berlangsung antara lain mencari rotan (dipakai sendiri), daun Purun 

(untuk tikar) dan Puyak, PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki laporan/ 

dokumen tersebut namun tidak lengkap. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki rekaman yang berisi data dan 

informasi  hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum 

seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan 

perundangan yang berlaku. 

 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di 

areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari yang yang dikuasai oleh masyarakat 

adat/setempat adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Peta Wilayah Desa yang berada di dalam areal PT NKL skala 1 : 

110.000. Berdasarkan peta tersebut areal PT NKL sebagian besar masuk 

wilayah : 

a. Desa Bangkal Serai seluas = 19.962,3 ha 

b. Desa Air Hitam seluas = 2.737,75 ha 

c. Desa Tanah Hitam seluas = 1.569,58 ha 

d. Desa Pantai Ketikal seluas = 10.520,1 ha 

2. Berdasarkan Peta Lokasi Konflik PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 

2023, skala 1 : 170.000, dalam peta terdapat informasi klaim lahan oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di areal PT NKL, klaim lahan 

oleh masyarakat yang teridentifikasi sampai tahun 2023 seluas 4.779,1 ha. 

3. PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan penataan batas areal 

kerjanya mencapai 100 % (temu gelang), dan telah mendapatkan SK 

Penetapan Areal pada tahun 2015. 

4. PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan deliniasi wilayah 

masing-masing desa sekitar di dalam peta, sedangkan untuk penataan batas 

secara partisipatif di lapangan masih belum dilakukan (masing-masing desa 

belum sepakat) 

 

Hasil Observasi lapangan : 
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- Desa Pantai Ketikal (berada di dalam areal kerja PT NKL), dengan koordinat 

= 2⁰ 28’ 33,62” S dan 110⁰ 43’ 10,16” E   

- Dusun Air Bamban Desa Pantai Ketikal (berada di dalam areal kerja PT NKL), 

dengan koordinat = 2⁰ 29’ 20,3” S dan 110⁰ 39’ 52,4” E  

- Desa Bangka Serai (berada di dalam areal kerja PT NKL), dengan koordinat 

= 2⁰ 27’ 13,77” S dan 110⁰ 36’ 30,91” E 

- Dusun Pasir Putih Desa Bangkal Serai (berada di dalam areal kerja PT NKL), 

dengan koordinat = 2⁰ 29’ 41,88” S dan 110⁰ 36’ 31,79” E 

 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan deliniasi wilayah masing-

masing desa sekitar dalam peta kerjanya, sedangkan untuk penataan batas secara 

partisipatif di lapangan masih belum dilakukan dan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari telah melakukan deliniasi terhadap areal yang dikuasai masyarakat, namun 

belum seluruhnya. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.1 

: ( 8 / 12 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 
yang sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki  dokumen terkait pemetaan potensi konflik yang tertuang dalam : 

1. Laporan Hasil Pemetaan Konflik & Resolusi Konflik pada areal PBPH PT 

Nusantara Kalimantan Lestari Semester II Tahun 2024, ada bukti tanda 

terima BPHL Wil. VIII Pontianak tanggal 7 Maret 2025 (namun bukti tanda 

terima Dinas LHK tidak tersedia). 

2. Laporan Hasil Pemetaan Konflik & Resolusi Konflik pada areal PBPH PT 

Nusantara Kalimantan Lestari Semester 1 Tahun 2025, ada bukti tanda 

terima BPHL Wil. X Pontianak tanggal  25 November 2025 (namun bukti 

tanda terima Dinas LHK tidak tersedia). 

Hasil Pemetaan Potensi Konflik di areal PT Nusantara Kalimantan Lestari (laporan 

semester 2 tahun 2024), klaim/konflik areal di PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yang telah diidentifikasi meliputi : 

a) Klaim areal Pertanian seluas    261,7 ha 

b) Klaim areal Pemukiman seluas  91,0 ha 

c) Klaim areal Pertambangan seluas 456,9 ha 

d) Klaim areal Kebun Kelapa Sawit seluas 3.118,9 ha 

                                           Total Klaim = 3928,5 ha 

Hasil observasi lapangan belum seluruh klaim lahan yang ada di areal PT 

Nusantara Kalimantan Lestari diidentifikasi dan dipetakan. 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki sebagian dokumen Laporan Hasil Pemetaan Konflik & Resolusi Konflik 

dan telah disampaikan ke BPHL Wil. X Pontianak (tersedia bukti tanda terimanya), 

namun belum disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Kalbar, dan tidak sesuai dengan tata waktunya. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Prosedur/SOP  tentang 

mekanisme resolusi konflik tertuang dalam : 

1. SOP Penanganan Klaim, Tuntutan, Bantuan dan Pembalakan Liar (No. 001-

NKL-SSL-SOP), tanggal terbit 01 Desember 2016, dibuat oleh SSL Head, 

diperiksa oleh Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur 

2. SOP Penyelesaian Konflik Lahan (No. 018-NKL-SSL-SOP) Rev.0 tanggal 1 

November 2018, dibuat oleh SSL Head, diperiksa oleh Estate Manager, dan 

disetujui oleh Direktur 

Prosedur tersebut berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, 

penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan dalam 

penyelesaian konflik serta beberapa alternatif penyelesaian konflik. 

Hasil telaahan terhadap prosedur Penyelesaian Konflik Lahan yang ada belum 

seluruhnya mengacu PermenLHK Nomor : P.8 Tahun 2021 (Lampiran V), selain 

itu masyarakat belum mengetahui prosedur bila terjadi konflik , serta belum 

disepakati oleh seluruh desa binaan (termasuk desa terdampak). 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik yang 

telah mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun 

belum disepakati oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 

pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki kelembagaan penanganan 

konflik yang didukung dengan pendanaan yang tertuang dalam : 

1) Struktur Organisasi berdasarkan SK. Direksi Nomor : 09/DIR/NKL/II/2025 

tanggal 10 Februari 2025 tentang Kelembagaan Konflik PT NKL, dalam 

struktur organisasi tersebut ditingkat dibawah Askep SSL. Didalam 

pelaksanaan penyelesaian konflik penanggungjawab penyelesaian konflik 

melakukan koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal 

termasuk pihak claimer.  Tim penyelesaian konflik melakukan koordinasi 

dengan pemerintah ditingkat Desa ataupun ditingkat Kecamatan, bahkan di  

Kabupaten dan Provinsi jika dibutuhkan.  

Hasil telaahan terhadap Struktur Organisasi tersebut tidak dilengkapi Job 

Describtion masing-masing. 

2) Selain itu dalam hal pendanaan untuk penanganan konflik, PT NKL telah 

menyusun Rencana Anggaran Resolusi Konflik untuk Tahun 2024 sebesar 

Rp. 505.220.000,- dan Tahun 2025 sebesar Rp.162.200.000,-  

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik 

dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan 

dengan mengikutsertakan Tokoh Adat maupun Aparat Pemerintah Desa 

setempat.  

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki lembaga penanganan reseolusi 

konflik yang melibatkan para pihak, namun belum dilengkapi dengan kejelasan 

peran masing-masing pihak dan belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan, 

anggaran hanya berupa kegiatan sosialisasi dan pemeliharaan sarpras saja serta 

pembayaran fee PHBM. 

 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan 

konflik 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki hasil identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya meliputi  : 

a) Klaim areal Pertanian seluas 261,7 ha 

b) Klaim areal Pemukiman seluas 91,0 ha 

c) Klaim areal Pertambangan seluas 456,9 ha 

d) Klaim areal Kebun Kelapa Sawit seluas 3.118,9 ha 

                                             Total Klaim lahan = 3.928,5 ha 

 

Rencana Anggaran Resolusi Konflik di areal PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sebagai berikut : 

a) Tahun 2024 sebesar Rp.505.220.000,-, penyelesaian konflik berupa 

pembayaran Fee PHBM seluas 531,9 ha 

b) Tahun 2025 sebesar Rp.162.200.000,- penyelesaian konflik berupa 

pembayaran Fee PHBM seluas 76,1 ha 

 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki rencana resolusi konflik, 

berdasarkan hasil identifikasi konflik meliputi target waktu penyelesaian serta 

kegiatan realisasi yang telah dilakukan dan ditunjang dengan SDM seperti 

melibatkan para pihak dan biaya kegiatan. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyusun rencana anggaran 

resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, akan tetapi dalam 

penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak. 

 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki proses penyelesaian konflik 

klaim lahan di arealnya oleh an. Basirun dengan kronologi sebagai berikut : 

Kronologis Penyelesaian Konflik klaim lahan an. Basirun 

Tanggal Uraian Keterangan 

1 Juli 2025 Team SSL dan EHS menemukan areal pada comp 

B402 sudah ditanami sawit seluas 6 ha dan pondok 

 

3 Juli 2025 Team SSL dan EHS memasang signboard 

pemberitahuan di areal tersebut 

 

4 Agustus 

2025 

Tim Infra dengan pengawalan team Security 

melakukan pembuatan parit di areal tersebut 

 

5 Agustus 

2025 

Team SSL dan Security melaksanakan pengawalan 

kegiatan penanaman team plantation 

 

27 Agustus 

2025 

✓ Team plantation menemukan signboard yang 

dipasang ditemukan dalam parit (rusak) 

✓ Areal tersebut sudah terpasang nama claimer 

an. Basirun warga Bangkal Serai 

 

28 Agustus 

2025 

Sdr. Basirun mengirim surat ke PT NKL 

menyampaikan bahwa areal yang di tanam sawit 

adalah miliknya yang digarap sejak tahun 2021 

 

31 Agustus 

2025 

Tanaman Acasia yang ditanam PT NKL dicabut 

diduga oleh claimer 

 

12 Sept. 

2025 

Team menyerahkan somasi pertama kepada sdr. 

Basirun, namun ybs tidak sedang di rumah 

Tembusan 

Kades, Polsek, 

KPH 
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23 Sept. 

2025 

Team PT NKL melakukan pemadaman kebakaran di 

areal tersebut, diduga dibakar orang suruhan 

claimer  

Areal 

perusahaan 

terbakar 0,5 ha. 

…….   

26 Oktober 

2025 

Team PT NKL menyampaikan somasi kedua dan 

ketiga kepada sdr. Basirun, karena somasi pertama 

tidak di respon 

 

30 Oktober 

2025 

Sdr. Basirun menemui Team di Kantor PT NKL 

untuk membicarakan hal tersebut, namun belum 

menemukan hasil  

 

Realisasi penanganan konflik PT Nusantara Kalimantan Lestari tahun 2024 – 2025 

meliputi : 

a) Tahun 2024 dari rencana 1 (satu) kasus yang akan diselesaikan, dan 

terealisasi 1 (satu) kasus sudah diselesaikan klaim an. Meranik, atau 

100 % (dengan Tali Asih) 

b) Tahun 2025 dari rencana 2 (dua) kegiatan yang akan diselesaikan, ada 

1 (satu) yang masih proses penyelesaian an. Basirun, 50 % (sampai 30 

Oktober 2025) 

Hasil Observasi Lapangan : 

1. Lokasi Klaim lahan atas nama Basirun, dengan koordinat = 2⁰ 29’ 23,87” S 

dan 110⁰ 34’ 59,90” E (Tahun 2025) 

2. Lokasi Klaim lahan yang telah diselesaikan dengan Tali Asih an. Meranik, 

dengan koordinat = 2⁰ 29’ 21,2” S dan 110⁰ 34’ 56,1” E (tahun 2024) 

Konflik yang ada dapat diselesaikan oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari pada 

tahun 2024 dan 2025, kegiatan penanganan konflik ini telah terealisasi sebesar 

75,00 % dari yang direnvankan dan tersedia bukti penyelesaiannya. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyusun realisasi kronologis 

penanganan konflik berupa kegiatan Identifikasi klaim, Patroli, Sosialisasi dan 

perbaikan jalan desa binaan, namun PT Nusantara Kalimantan Lestari belum 

membuat laporan penanganan konflik secara periodik (setiap semester) dan 

menyampaikan kepada instansi yang berwenang. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.2 

: ( 14 / 21 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang 

adil antar para pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH PT Nusantara Kalimantan Lestari meliputi : 

a) Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal PT NKL skala 1 : 110.000, 

dalam peta tersebut terdapat informasi desa-desa yang ada di dalam dan 

sekitar PT NKL 
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b) Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) Pada Wilayah Hutan Tanaman 

Industri PT Nusantara Kalimantan Lestari Kabupaten Ketapang Provinsi 

Kalimantan Barat (Tahun 2020) 

c) Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) PT Nusantara Kalimantan 

Lestari (Tahun 2017), perlu up date 

d) Laporan Pengelolaan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan oleh 

masyarakat di areal PT NKL (Tahun 2021), perlu di up date. 

e) Peta Lokasi Konflik PT NKL Tahun 2023, skala 1 : 170.000, dalam peta 

tersebut terdapat informasi klaim lahan oleh masyarakat atau kelompok 

masyarakat yang ada di areal PT NKL, klaim lahan oleh masyarakat yang 

teridentifikasi seluas 3.928,5 ha 

f) Revisi RKUPHHK PT Nusantara Kalimantan Lestari Periode Tahun 2020-

2029 (tahun 2023) 

g) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2024 – 2025, tersedia lengkap.  

h) Pemanfaatan kontraktor/mitra kerja oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2024 dan 2025, tersedia lengkap 

i) BAST Kegiatan Sosial/CSR PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2024 dan 

2025 (tersedia sesuai kegiatannya) 

j) Kesepakatan Kemitraan PHBM antara PT NKL dengan masyarakat sekitar 

 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen/laporan, data  dan 

informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki kebijakan/prosedur terkait 

peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Kelola Sosial (CSR) No. 014-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 

2018, dibuat oleh SSL Head, Diperiksa oleh Estate manager, dan Disetujui 

oleh Direktur 

2. SOP Sosialisasi Terpadu No. 015-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 

2018, dibuat oleh SSL Head, Diperiksa oleh Estate manager, dan Disetujui 

oleh Direktur 

3. SOP Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat No. 008-NKL-SSL-SOP, 

tanggal 1 Desember 2016, dibuat oleh SSL Head, diperiksa oleh Estate 

Manager, dan disetujui oleh Direktur 

4. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) No. 017-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 

1 November 2018, dibuat oleh SSL Head, Diperiksa oleh Estate manager, 

dan Disetujui oleh Direktur 

5. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-NKL-SSL-SOP Rev.0 

tanggal 1 Desember 2016,  dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate 

Manager, dan disetujui oleh Direktur 
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6. SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat No. 004-

NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016, dibuat oleh SSL Head, di 

cek oleh Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur 

7. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 015-NKL-SSL-

SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh 

Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur 

8. SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan No. 012-NKL-SSL-SOP 

Rev. 0 tanggal 1 November 2018, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate 

Manager, dan disetujui oleh Direktur 

Prosedur tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi produktif masyarakat dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk 

memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan namun belum 

seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, seperti belum mengacu kepada peraturan MenLHK 

Nomor : P.8/2021, P.9/2021 dan KepmenLHK Nomor : 285 Tahun 2024. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, namun 

belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan 

perundang-undangan. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen rencana yang memuat 

upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Revisi RKUPH PT NKL periode 2020 – 2029, yang telah disahkan sesuai 

dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.11353/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023. 

2. Revisi RKUPH PT NKL periode 2020 – 2029, yang telah disahkan sesuai 

dengan keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10372 Tahun 2025 tanggal 15 

Oktober 2025 

3. RKTPH tahun 2024 telah diterbitkan secara self approval dan telah 

disahkan sesuai keputusan Direktur PT NKL Nomor : 03/DIR-NKL/XII/2023 

tanggal 29 Desember 2023 

4. RKTPH tahun 2025 telah diterbitkan secara self approval dan telah 

disahkan sesuai keputusan Direktur PT NKL Nomor : 04/DIR-NKL/XII/2024 

tanggal 4 Januari 2025 

5. Rencana Operasional Tahun 2024 dan 2025. Pada dokumen ini dijelaskan 

rencana kegiatan CSR yang akan dilaksanakan di desa sekitar pada tahun 

berjalan. 

6. Perjanjian Kemitraan PHBM antara PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan 

masyarakat pemilik lahan   

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional 

Kelola Sosial yang dilaksanakan pada tahun berjalan, masih belum sinkron/sesuai 
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antara rencana jangka panjang dalam RKUPH dengan rencana yang ada dalam 

RKTPH maupun Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen rencana pemegang 

PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat kurang lengkap dan belum 

mengakomodir aspirasi masyarakat. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 

pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 

lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan implementasi kegiatan 

peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Program peningkatan ekonomi dalam kegiatan sosial masih belum ada, atau 

0 %       (kegiatan CSR berupa bantuan) 

- Penyerapan Tenaga kerja lokal oleh PT NKL : 

a) Tahun 2024 sebesar 30,43 % ( ada 28 orang dari 92 karyawan) 

b) Tahun 2025 sebesar 26,09 % (ada 30 orang dari 115 karyawan) 

         Rata-rata sebesar = 28,26 % 

- Pemanfaatan kontraktor dari lokal : 

a) Tahun 2024 sebesar 18,52 % ( 5 kontraktor dari 27 kontraktor) 

b) Tahun 2025 sebesar 25,0 % ( 5 kontraktor dari 20 kontraktor) 

         Rata-rata sebesar = 21,76 %  

- Kemitraan PHBM dengan masyarakat sekitar, atau sebesar 100 % 

 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 

Nusantara Kalimantan Lestari sebesar  

                        ( 0 + 28,52 + 21,76 +  100 ) % : 4 = 37,57 % (< 50 %) 

 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 

peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 37,57 % 

(< 50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya 

di lapangan. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.3 

 ( 11 / 15 ) x 100 %  = 73,33 % (SEDANG) 

 

4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial 

dan lingkungan Pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen/laporan hasil 

identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
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lingkungan meliputi: 

✓ Pembayaran fee kemitraan PHBM, sesuai kesepakatan 

✓ Perbaikan jalan/jembatan menuju desa sekitar areal sesuai usulan 

masyarkat 

✓ Bantuan dana acara HUT RI dan Acara Adat 

✓ Bantuan hari besar agama (Natal dan hewan kurban) 

✓ Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat. 

Program kegiatan Kelola Sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagian besar 

masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat sekitar yang 

disampaikan ke perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan 

baru dilaksanakan. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen/ laporan hasil 

identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 

lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau 

pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan 

program prioritas telah disepakati. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 

lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

:  

Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PBPH PT Nusantara Kalimantan 

Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 

sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang 

dalam dokumen : 

 

✓ Revisi RKUPH PT Nusantara Kalimantan Lestari periode tahun 2020 - 2029 

✓ RKTPH PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2024 dan 2025 

✓ Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2024 dan 2025 

✓ Kesepakatan kemitraan PHBM antara PT Nusantara Kalimantan Lestari 

dengan masyarakat 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Nusantara 

Kalimantan Lestari yang terdapat dalam Buku RKUPH dan RKTPH. Rencana 

Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam RO Kelola Sosial/CSR. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki dokumen kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan setempat namun kurang lengkap, kegiatan Kelola Sosial yang 

dilakukan saat ini berupa kesepakatan pada awal waktu sosialisasi dan 

berdasarkan usulan/proposal yang diajukan oleh masyarakat. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen rencana pemegang 

PBPH mengenai kegiatan rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat, mencakup program prioritas 

sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan 

didasarkan hasil identifikasi. 

 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
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NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

:  

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki mekanisme terkait implementasi 

tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antara lain : 

a) SOP Kelola Sosial (CSR) (No. 014-NKL-SSL-SOP) tanggal 1 November 2018, 

dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur 

b) SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 009-NKL-SSL-

SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh 

Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur  

c) SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (No. 012-NKL-SSL-SOP) 

tanggal 1 November 2018, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate Manager, 

dan disetujui oleh Direktur 

d) SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) (No. 015-NKL-SSL-

SOP) tanggal 1 November 2018, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate 

Manager, dan disetujui oleh Direktur 

e) SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (No.017-NKL-SSL-SOP) tanggal 1 

November 2018, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate Manager, dan 

disetujui oleh Direktur 

f) SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (No. 005-NKL-SSL-SOP) tanggal 

1 Desember 2016, dibuat oleh SSL Head, di cek oleh Estate Manager, dan 

disetujui oleh Direktur 

g) SOP Perekrutan Tenaga Kerja (Nomor: 001-NKL-HRD-SOP) Rev.1 Tanggal, 

1 November 2021, dibuat oleh HRD Head, Diperiksa oleh Estate Manager, 

dan disetujui oleh Direktur 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut mengakomodir terkait 

implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar 

seperti : pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan sesuai dengan 

rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH. 

 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki mekanisme implementasi 

tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin 

terlaksananya program prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para pihak 

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan 

lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PT Nusantara Kalimantan Lestari 

telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. Laporan Sosialiasi Terpadu Tahun 2024 yang disusun oleh Tim Sosialisasi 

Terpadu PT Nusantara Kalimantan Lestari, Oktober 2024 : 

- RKT Tahun 2024 (Aspek produksi, Aspek Ekologi dan Aspek Sosial) 

- Visi dan Misi, Kebijakan Lingkungan, Sosial dan K3 serta Tujuan 

Perusahaan. 

- Kawasan Lindung. 

- Dihadiri oleh 49 orang yang terdiri dari Perwakilan Masyarakat dari 

Desa Bangkal Serai, Desa Pantai Ketikal, Desa Air Hitam Hulu, dan 

Desa Tanah Hitam. 

- Dilengkapi dengan Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto-Foto Pelaksanaan 

Sosialisasi 

2. Sosialisasi RKT Tahun 2025 PT Nusantara Kalimantan Lestari, tidak 

tersedia, berdasarkan wawancara dengan anggoat tim SSL, sosialisasi 
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Tahun 2025 akan dilaksanakan sekaligus dengan Sosialisasi RKT Tahun 

2026 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar Ibu Dini Marini (Kaur desa 

Pantai Ketikal) dan Bpk. Kalabo (Kades Bangkal Serai), diperoleh informasi bahwa 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 

namun tidak disampaikan terkait rencana kelola sosial PT NKL pada masing-

masing desa binaan, sosialisasi meliputi kemitraan PHBM, pencegahan kebakaran 

hutan dan kegiatan sosial lainnya, namun tidak menyampaikan program prioritas 

tanggung jawab sosial yang akan dilaksanankan pada masing-masing desa 

binaan. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan 

kepada masyarakat, namun hanya tersedia sebagian dan tidak menyampaikan 

rencana kelola sosial pada masing-masing desa binaan maupun program 

prioritas. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

:  

Pada periode Audit Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial/CSR sebagai berikut : 

1) Tahun 2024 realisasi kegiatan kelola sosial/CSR sebesar 66,11  % dari 

yang direncanakan 

2) Tahun 2025 realisasi kegiatan kelola sosial/CSR sebesar 63,10 % (sd. 

Oktober) dari yang direncanakan. 

Rata - rata realisasi kegiatan sosial/CSR PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sebesar = 64,60  % 

 

❖ Kegiatan Kelola Sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2024 - 2025 

meliputi : 

a) Bantuan dana acara adat 

b) Perbaikan jalan/jembatan  

c) Bantuan keagamaan (Natal dan hewan kurban) 

d) Bantuan dana HUT RI untuk desa sekitar 

e) Pembayaran fee kerjasama PHBM 

f) Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dan masyarakat 

 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab/CSR PT Nusantara Kalimantan Lestari  

tahun 2024 -  2025, sebesar  64,60 %, kegiatan kelola sosial sebagian besar 

berupa bantuan dana dan kegiatan saja, belum ada kegiatan terkait peningkatan 

ekonomi produktif sesuai yang ada dalam dokumen RKTPH (seperti kerjasama 

kemitraan) dan PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyusun laporan 

realisasi kegiatan kelola sosial yang dibuat setiap semester, namun belum 

dilaporkan kepada instansi terkait. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.4 

 ( 20 / 24 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
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NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: Pada periode Penilikan ke-3 (Tahun 2025), PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki dokumen sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang 

dalam :  

• Peraturan perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari periode 2023 - 2025 

yang telah disahkan Kepala  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Ketapang Nomor : 125 Tahun 2023, dengan masa berlaku 

sampai 30 Oktober 2025, namun tidak dilengkapi BA Sosialisasi PP kepada 

karyawannya.  

• Di Lingkungan PT Nusantara Kalimantan Lestari belum terbentuk Serikat 

Pekerja, namun terdapat Surat Keputusan Direksi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Kebijakan 

Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja 

• PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki LKS Bipartit berdasarkan SK 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor: 

73/DISNAKERTRANS-B.500.15.13.2/2025 tanggal 18 November 2025 

tentang Perubahan Pencatatan Keanggotaan LKS Bipartit PT NKL. 

• PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki SOP Hubungan Industrial 

(No:028-NKL-HRD-SOP) tanggal, 1 Desember 2016 

• PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen keanggotaan 

organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan 

nomer peserta : 571 

• PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan tahun 2024, yang disampaikan kepada instansi terkait 

(bukti tanda terima tanggal 26 Desember 2024). 

• Terdapat contoh SPK karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari an. 

Reinhard Pandiangan (PKWTT),  telah sesuai dengan peraturan 

ketenagakerjaan yang berlaku. 

• Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. Daniel 

Agusti  RA pada saat masuk kerja berumur 18 tahun dan 1 bulan. 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen sarana hubungan 

industrial yang legal, dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial/ keluh kesah yang disepakati. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari (an. 

MIN, PRIS, FP), diperoleh informasi bahwa PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal & lengkap, dan telah 

diimplementasikan seluruhnya 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki mekanisme terkait standar 

jenjang karir yang dituangkan dalam: 

a) Peraturan Perusahaan (PP) PT Nusantara Kalimantan Lestari Periode Tahun 

2023 - 2025, Bab II Pasal 9 – 10 tentang Jabatan/Grade karyawan dan 

Promosi & Demosi 
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b) SOP Pengembangan Karir (No:028-NKL-HRD-SOP) tanggal, 1 Desember 

2016 

c) SOP Manajemen Kinerja /Penilaian Akhir Tahun/ Performance Appraisal 

(No:020-NKL-HRD-SOP tentang, tanggal berlaku 1 Desember 2016 

d) Tersedia flow chart Promotion Cycle (proses promosi di PT Nusantara 

Kalimantan Lestari) 

 

Rincian implementasi jenjang karir PT Nusantara Kalimantan Lestari sebagai 

berikut : 

Tahun 2024 – 2025 :  

✓ Terdapat promosi karyawan an. AW dan telah sesuai dengan mekanisme 

yang ada di PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis kompetensi 

(pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diterapkan pada kenaikan 

jenjang karier pada kenaikan golongan/jabatan, akan tetapi tidak tersedia 

dokumen terkait rencana dan realisasi promosi karyawan setiap tahunnya. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

: PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki mekanisme terkait 

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier yang 

dituangkan dalam : 

1) Peraturan Perusahaan (PP) PT Nusantara Kalimantan Lestari Periode Tahun 

2023 – 2025, Bab VIII Pasal 39 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

2) SOP Rekruitmen (Nomor: 001-NKL-HRD-SOP),dibuat oleh HRD Head, 

diperiksa oleh Estate Manager, dan disetujui oleh Direktur pada tanggal, 1 

November 2021 

3) SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja (Nomnor: 025-NKL-HRD-

SOP), tanggal terbit 01 Desember 2016 

 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan 

melalui pelatihan, sebagai berikut : 

1. Tahun 2024, terdapat realisasi pelatihan, sebesar  140,76 % ( 556 peserta 

dari rencana 395 peserta yang direncanakan) 

2. Tahun 2025, terdapat realisasi pelatihan, sebesar  139,27 % ( 837 peserta 

dari rencana 601 peserta yang direncanakan) 

Berdasarkan uraian tersebut PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

merealisasikan pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi 

dan kebutuhan promosi, untuk tahun 2024 dan Tahun 2025, dengan rata - rata 

sebesar 140,01 % 

PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki pengembangan kompetensi SDM 

untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan 

terealisasi rata-rata sebesar 140,01 %, pelatihan yang direncanakan sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 
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NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 

Justifikasi 

 

: Kebijakan PT Nusantara Kalimantan Lestari dan pemenuhan terhadap hak-hak 

kesejahteraan karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari meliputi : 

a) Peraturan perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari periode 2023 - 

2025, Bab VI – Bab VII Pasal 27 – 35 tentang Jaminan Sosial dan 

Kesejahteraan Karyawan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

b) SK Gubernur Kalimantan Barat nomor : 1879/NAKERTRANS/2023 tanggal 

29 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 

2024, sebesar Rp 3.188.983,34.   

c) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. Syaf dan Stev, gaji yang diterima 

karyawan dan tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Ketapang yang berlaku, 

serta pembayaran gaji sampai saat ini berjalan lancar dan pembayarannya 

setiap awal bulan. 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2025 sebesar 

Rp. 56.072.209,- dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 55.832.908,- contoh 

kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Adi Winarno dan Nana Suryana 

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Oktober 2025 sebesar 

Rp.25.093.475,-dan bulan November 2025 sebesar Rp. 26.800.284,- contoh 

kartu BPJS Kesehatan an. Hari Nugroho Gunawan. 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di PT Nusantara Kalimantan Lestari Camp 

Bangkal Serai, secara umum sangat memadai seperti : kantor, mess 

karyawan, kantin, tempat ibadah (mushola), klinik perusahaan dilengkapi 1 

dokter, 1 bidan dan 1 perawat dan fasilitas lainnya 

 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. MIN, PRIS, FP) dan bagian HRD PT 

Nusantara Kalimantan Lestari diperoleh informasi bahwa, PT Nusantara 

Kalimantan Lestari memiliki  kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS 

dan fasilitas kesejahteraan karyawan lainnya telah diterapkan sesuai standar yang 

berlaku. 

 

Nilai Kinerja 

Indikator 4.5 

 ( 17 / 18 ) x 100 % = 94,44 % (BAIK) 

 
 
Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA 
INDIKATOR yang dicapai = sebesar 80,95 % dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja 
Indikator 

Nilai 
Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja 
Indikator 
Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Baik 3 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Baik 3 3 

2.6 Baik 3 3 
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3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 

3.2 Baik 3 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Baik 3 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 51 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL ( 51 / 63 ) x 100% = 80,95 % 
BAIK 

 
 
4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 

PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 

 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 

Pengelolaan 

a Verifier 1.1.1. a. : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan 

Hutan (PBPH) PT Nusantara Kalimantan Lestari (PT NKL) pada periode Audit PHL 

Penilikan Ke-3, yang dimiliki oleh PT NKL yaitu sebagai berikut : 

1. Terdapat SK. IUPHHK-HT PT NKL, yaitu SK. Menhut No. SK.390/Menhut-II/2006  

tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan 

Produksi seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar 

di Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 50.000 yang disahkan. 

2. Terdapat SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 

tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.878,18 (Tigapuluh 

Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar 

di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan lampiran peta skala 1 : 

50.000 yang disahkan. 

3. Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 

2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-

II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri kepada PT Garuda Kalimantan Lestari Atas Areal Hutan Produksi 

Seluas ± 39.570 (Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di 

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.  

4. Terdapat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 

tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari seluas 34.747,18 (Tigapuluh 
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Empat Ribu Tujuhratus Empatpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar 

di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.  

Pada Pasal 1 menyebutkan ketentuan sebagai berikut : 

a. Sepanjang menyangkut nama Badan Hukum perusahaan yang semula PT 

Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

b. Semua hak dan kewajiban yang semula tanggung jawab PT Garuda 

Kalimantan Lestari menjadi tanggungjawab PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila di kemudian hari terdapat sengketa/ gugatan 

akibat dari perubahan nama Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman Industri. 

4. Terdapat perubahan penamaan baru/ nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) menjadi Perizinan 

Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

RI No. SK.1503/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 

 

PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen legal yang berkaitan dengan 

administrasi Perseroan sebagai berikut : 

1. Terdapat Akta Pendirian PT Garuda Kalimantan Lestari Nomor : 20 tanggal 7 

Oktober 1997 oleh Notaris Linda Herawati S.H di Jakarta. Pengesahan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-24.153 HT.01.01 Th.98 Tanggal 10 

November 1998; 

 

2. Terdapat Akta Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 24 Februari 2016 

yang mengubah nama perseroan dari PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari; 

 

3. Terdapat Akta Perubahan No. 38 tanggal 25 Agustus 2016, oleh Notaris Linda 

Herawati S.H di Jakarta. Keputusan Menhukam No. AHU-AH.01.03-0075440 

tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara 

Kalimantan Lestari  tanggal 29 Agustus 2016, dengan daftar Perseroan No. AHU-

0100391.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 29 Agustus 2016; 

 

4. Terdapat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar 

Biasa Sirkuler Perseroan Terbatas PT NKL No. 12 tanggal 9 Oktober 2017, oleh 

Notaris Melania Miensye Hambali, S.H di Kota Balikpapan. Pengesahan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

0021047.AH.01.02.TAHUN 2017 Tanggal 11 Oktober 2017, dengan daftar 

Perseroan No. AHU-0127414.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 1 Oktober 2017; 

5. Terdapat Akta Perubahan Terakhir No. 12 tanggal 10 Juni 2025, oleh Notaris 

Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN di Kota Jakarta Pusat; dan Keputusan  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

AH.01.02. Tahun 2025 0115492 Tanggal 11 Juni 2025 tentang Persetujuan 

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0127969.AH.01.11.TAHUN 2025, Ditetapkan di 

Jakarta Tanggal 11 Juni 2025, oleh An. Menteri Hukum Republik Indonesia, 

Direktur Jenderal Adminostrasi Hukum Umum (Widodo). 

Pada Lampiran Keputusan Menteri Hukum RI tersebut mencatumkan Susunan 

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut : 

 

a. Meadows Essence SDN BHD : 4.850 saham senilai Rp. 4.850.000.000,- 

b. Meadows Ocean SDN BHD : 167.650 saham senilai Rp.167.650.000.000,- 

a. Direktur  dijabat oleh Sdr. Juni Edi Damatuah Sinaga 

b. Komisaris dijabat oleh Sdr. Provesa Scarlet 
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6. Nomor Induk Berusaha (NIB) perizinan berusaha berbasis resiko dengan No. 

8120105961947 tanggal 14 September 2018 dengan Perubahan ke-1 Tanggal 27 

Juli 2024 yang menambah Kode dan Nama KBLI menjadi 02111 Pemanfaatan 

Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 

7. NPWP PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 01.846.901.5-701.000, yang 

diterbitkan oleh kantor KPP Pratama Balikpapan Timur dengan alamat di Jl. 

Jenderal Sudirman, 561, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur, 76114. 

b. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika 

tidak ada) 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan 

yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan, sesuai dengan informasi dari MR dari 

auditi. 

 

2 PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 2.1.1. a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 

lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Berdasarkan verifikasi keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang, maka pada 

penilikan ke-3 diketahui bahwa PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki 3 (tiga) 

dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029, yaitu pertama : dokumen RKUPH awal; 

kedua : dokumen perubahan RKUPH pertama tahun 2023 dan ketiga : dokumen 

perubahan RKUPH kedua tahun 2025. 

Keberadaan  dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 atas nama PBPH-HT PT 

Nusantara Kalimantan Lestari tersebut yaitu tersedia lengkap dengan lampirannya 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil verifikasi dokumen RKUPH Periode 2020-2029 atas nama PT NKL sebagai berikut 

: 

1. Pertama : terdapat dokumen atau Buku RKUPH Periode Tahun 2020-2029 

berdasarkan  sesuai SK  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 5 November 2019 tentang 

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 

2020 – 2029 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi Kalimantan 

Barat; 

SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M, 

NIP 19640930 198903 1 001) pada tanggal 5 November 2019 dan disalin sesuai 

dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, SH, 

MH / NIP 19631015 199403 1 002) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. SK RKUPHHK-HTI Periode 2020-2029 berlaku mulai 

tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2029; dan terdapat 

lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 2020 - 2029 Skala 1 : 50.000, yang ditanda 

tangani oleh Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari (Budi Santoso) dan An. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen PHPL, U.B Direktur Usaha Hutan 

Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001); 

 

2. Kedua : terdapat dokumen atau Buku Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-

2029 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor: SK.11353/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 

tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 58 dari 81 
 

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2020 – 2029 atas nama PT 

Nusantara Kalimantan Lestari Provinsi Kalimantan Barat; dan terlampir Peta 

Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya 

(Hutan Tanaman) Periode Tahun 2020 – 2029 Daur I dan Daur II  Skala 1 : 50.000 

yang dibuat oleh GanisPH Canhut bernama Fauzi Iskandar dengan No. Register : 

0123000317 dan diketahui oleh Direktur PT NKL (Edika Sembiring) serta disetujui 

oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Plt. Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.SC / NIP. 19630807 198803 

1 001); 

 

3. Ketiga : terdapat dokumen atau Buku Perubahan RKUPH Periode 2020-2029 

berdasarkan  Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10372 TAHUN 2025, Tanggal 

15 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh an. Menteri Lingkungan Kehutanan, 

Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Laksmi Wijayanti / NIP. 19690205 

199503 2 001 dan terdapat Salinan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Bagian 

Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik; Dr. Sudarmalik, S.Hut, M.Si / 

NIP. 19711126 200501 1 004.  Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 2029; dan terlampir Peta Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) Periode Tahun 2020 – 

2029 Daur I dan Daur II  Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT 

bernama Rudianto, S.Hut dan diketahui oleh Direktur PT NKL (Juni Edi 

Darmatuah Sinaga) serta disetujui oleh An. Menteri Kehutanan; Plt. Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  (Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP / NIP. 19690205 

199503 2 001). 

 

4. Terdapat lampiran SK Perubahan Ke-2 RKUPH Periode 2020-2029 PBPH PT 

Nusantara Kalimantan Lestari seperti Tabel Penataan Areal kerja berikut : 

No. Penataan Areal Kerja 

RKUPH Periode  

2020-2029 

Luas (Ha) Persen (%) 

A 

Kawasan Lindung/Areal Preservasi 9.174,05 26,37 

1. Swakelola 9.174,05 26,37 

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 9.174,05 26,37 

1) Perlindungan Keaneka ragaman Hayati 6.972,28 20,04 

1. BZ Cagar Alam Muara Kendawangan 824,00 2,37 

2. Cagar Budaya 338,88 0,97 

3. KPPN 921,80 2,65 

            -    KPSL  525,55 1,51 

            -    Sempadan Sungai 4.362,05 12,54 

       2)  Pemulihan Lingkungan 2.201,77 6,33 

    a.  Sempadan Sungai 2.201,77 6,33 

3) Penyimpanan dan/atau Penyerapan Karbon - - 

B 

Areal Budidaya 24.657,44 70,88 

1. Swakelola 18.370,36 52,81 

a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Htn 

Tanaman) 
18.370,36 52,81 

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa : - - 

1) Peyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - - 

2. Kemitraan Konsesi Hutan (Agroforestry) 3.142,69 9,03 

a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya 

(Htn Tanaman) 
1.563,05 4,49 
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b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) Pola Agroforestry 
1.579,64 4,54 

1) Tanaman MPTS (Alpukat, Durian, 

Jengkol, dan jenis lainnya) 
682,50 1,96 

2) Tanaman Energi (Aren dan jenis 

lainnya) 
682,50 1,96 

3) Tanaman Pangan (Jagung, Padi dan 

jenis tanaman pangan lainnya) 
214,64 0,62 

3. Sarana Prasarana 518,74 1,49 

4. Kebun Sawit (milik masyarakat) 2.625,65 7,55 

C Areal Penggunaan Lain 955,69 2,75 

 Total 34.787,18 100.00 

Keterangan :  

a. Pelestarian Tumbuhan Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal kerja; 

b. Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai Dokumen 

Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan berada pada seluruh areal kerja; 

c. Kemitraan Konsesi Hutan dilakukan dengan prinsip multiusaha pola Agroforestry 

yang saling menguntungkan dilengkapi dengan Keputusan Penetapan Kemitraan 

Konsesi Kehutanan; 

d. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dilakukan sesuai SNI-8015:5014 tentang 

Penilaian Pengelolaan Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodersity); 

e. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Areal Kerja ini akan di intergrasikan 

dengan RO kegiatan FOLU Net Sink 2030; 

f. Areal Penggunaan Lain (APL) dilakukan perlindungan dari Kebakaran dan 

perusakan hutan; 

g. Dukungan ketahanan pangan dan energy pola Agroforestry berupa penanaman 

tanaman pangan dan energy seluas ± 1.579 Ha; 

h. Kebun sawit dalam areal kerja akan doselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor.24 Tahun 2021 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 dan 

Perpres Nomor 5 Tahun 2025 

 

 

5. Terdapat Data penutupan lahan pada dokumen perubahan ke-2 RKUPH Periode 

tahun 2020-2029 berdasarkan Peta Citra Landsat 9 Path/Row 120/062 Liputan 

Tanggal 16 Mei 2025 (terbaru) yang di buat oleh Direktur PT NKL (Juni Edi 

Darmatuah.S), seperti pada Tabel berikut : 
No Penutupan Lahan Fungsi 

Hutan 

APL (Ha) Jumlah (Ha) Persen 

(%) 
HP (Ha) 

1 Berhutan 20.776,28 - 20.776,28 59,72 

a. Htn Sekunder 6.972,28 - 6.972,28 20,04 

b. Htn Tanaman 13.804,00 - 13.804,00 39,68 

2 Non Hutan 13.055,21 955,69 14.010,90 40,28 

a. Semak/Belukar  7.439,48 537,39 7.976,87 22,93 

b. Perkebunan 4.753,37 369,00 5.122,37 14,72 

c. Tanah Terbuka 634,32 38,30 672,62 1,93 

3 Tertutup Awan 228.04 11,00 239,04 0,69 

Jumlah 33.832,73 955,69 34.787,18 100,00 
 

b. Verifier 2.1.2. a. : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar 

isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

• Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 

oleh pejabat yang berwenang. 
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• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Dokumen RKUPH 

Sesuai hasil verifier 2.1.1.a terkait keberadaan dokumen RKUPH perusahaan (auditi), 

maka diketahui bahwa PBPH-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari  telah memiliki 

dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 - 2029 tersedia lengkap dengan lampirannya, 

baik keberadaa dokumen RKUPHH awal maupun 2 (dua) dokumen perubahan RKUPH 

Periode Tahun 2020-2029, dimana perubahan pertama RKUPH pada tahun 2023 dan 

perubahan kedua RKUPH pada tahun 2025; dan semua dokumen RKUPH Periode 

Tahun 2020-2029 tersebut sesuai ketentuan berlaku, seperti hasil verifikasi verifier 

2.1.1.a. 

 

Pada dokumen perubahan ke-2 RKUPH Periode Tahun 2020-2029 PT NKL terdapat 

Tabel Evaluasi Rencana dan Realisasi Pemanenan pada Periode 2020-2024, dan untuk 

periode audit VLHH Kayu selama 2 (dua) tahun terakhir, untuk realisasi pemanenan 

RKT tahun 2023 dan RKTPH 2024 sebagai berikut : 

 

RKTPH 

Tahun 

Rencana Realisasi  Prosen 

(%) 

Ket 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

2023 2.576 399.027 2.457 441.394 110,62  

2024 2.802 331.987 2.809 341.137 102,76  

Sumber : Dokumen Perubahan Ke-2 RKUPH Periode Tahun 2020-2029 PT NKL 

 

Dokumen RKTPH : 

 

Pada periode audit VLHH (November 2023 s.d Oktober 2025) maka terdapat 3 (tiga) 

dokumen RKPTPH yang di verifikasi yaitu RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 

dan RKTPH Tahun 2025 dan hasil verifikasi dokumen RKTPH pada penilikan ke 3 

secara ringkas sebagai berikut : 

 

1. SK. RKTPH Tahun 2023 terbit bulan Januari 2023, terdapat Petak Carry Over dan 

1 (satu) kali revisi RKTPH pada bulan November 2023 dan ada petak Carry Over; 

berakhir tanggal 31 Desember 2023 

  

SK.Revisi RKTPH Tahun 2023 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal 

PHL/Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor : 

S.898/PUPH/RKU/HPL.1/11/2023 tanggal 6 November 2023 perihal Permohonan 

Perubahan RKTPH PBPH-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2023 di 

SIPASHUT, yang ditanda tanfani oleh Direktur, Ir. Khairi Wenda, M.Si/NIP. 

196702222 199703 1 001. 

 

2. SK. RKTPH Tahun 2024 terbit bulan Desember 2023, terdapat Petak Carry Over 

dan tidak ada revisi RKTPH; berakhir tanggal 31 Desember 2024 

 

3. SK.RKTPH Tahun 2025 terbit bulan Januari 2025, terdapat Petak Carry Over dan 

1 (satu) kali revisi RKTPH pada bulan November 2025 dan tidak ada petak Carry 

Over; 

 

SK.Revisi RKTPH Tahun 2025 diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK 

Nomor 8 Tahun 2021 pasal 153 ayat 1, dalam diperlukan perubahan RKTPH maka 

dilakukan secara secara mandiri (Self Approval) dan ayat 2 bahwa perubahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1)  dipertimbangkan jika terdapat : 

a. Perubahan RKUPH; 
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b. Perubahan target volume kayu atau HHBK jenis kayu atau kelompok kayu; 

dan atau 

c. Perubahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

      Berakhir tanggal 31 Desember 2025. 

 

GanisPH Perencanaan Hutan yang menyusun RKTPH PT NKL melalui aplikasi 

SIPASHUT dan Direksi PT NKL yang menyetujui secara mandiri (self approval) untuk 

3 (tiga) dokumen RKTPH ( Tahun 2023/2024/2025), sebagai berikut : 

1. SK. RKTPH Tahun 2023 No. SK.01/NKL/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023, 

disusun oleh GanisPH Canhut bernama Fauzi Iskandar/ No. Register : 

01200000317 dan disetujui oleh Direktur PT NKL bernama Budi Santoso; 

2. SK Revisi RKTPH Tahun 2023 No. SK.02/NKL/3110/2023 tanggal 31 Oktober 2023,  

disusun oleh GanisPH Canhut bernama Fauzi Iskandar/ No. Register : 

01200000317 dan disetujui oleh Direktur PT NKL bernama Edika Sembiring; 

3. SK. RKTPH Tahun 2024 No. SK.03/DIR-NKL/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, 

disusun oleh GanisPH Canhut bernama Fauzi Iskandar/ No. Register : 

01200000317 dan disetujui oleh Direktur PT NKL bernama Edika sembiring; 

4. SK. RKTPH Tahun 2025 No. SK.04/DIR-NKL/XII/2024 tanggal 04 Januari 2025, 

disusun oleh GanisPH Canhut bernama Rusdianto, S.Hut/ No. Register : 

012300017544 dan disetujui oleh Direktur PT NKL bernama Juni Edi Darmatuah 

Sinaga; 

5. SK. Revisi RKTPH Tahun 2025 No. SK.93/DIR-NKL/XI/2025 tanggal 06 November 

2025, disusun oleh GanisPH Canhut bernama Rusdianto, S.Hut/ No. Register : 

012300017544 dan disetujui oleh Direktur PT NKL bernama Juni Edi Darmatuah 

Sinaga; 

 

Semua dokumen RKTPH tersebut dapat dicetak melalui aplikasi SIPASHUT PT NKL dan 

pada lembaran terakhir terdapat ID Barcode yang berisi lampiran Peta RKTPH Skala 1 

: 50.000 yang menggambarkan Blok dan Petak Kerja  dari masing masing tahun 

RKTPH, termasuk Peta Revisi RKTPH. 

 

Terdapat rencana target pemanenan kayu tanaman industri pada 3 (tiga) tahun RKTPH 

PT NKL berdasarkan dokumen SK RKTPH PT NKL dari aplikasi SIPASHUT yang 

disetujui secara mandiri (self approval) sebagai berikut : 

 

No RKT 

Thn 

Target Luas SK Awal (Ha) Target Luas SK Revisi (Ha) 

Murni Carry Over Murni Carry Over 

1 2023 2.448,58 759,99 1.963,65 612,40 

2 2024 2.561,59 241,70 T.A Revisi T.A Revisi 

3 2025 2.386,93 289,69 3.684,30 0 

 

No RKT Target Vol SK Awal (M3) Target Vol SK Revisi (M3) 

Murni Carry Over Murni Carry Over 

1 2023 271.728,00 76.733,00 296.793,94 102,232,88 

2 2024 304.873,74 30.032,76 T.A Revisi T.A Revisi 

3 2025 184.351,18 24.338,71 333.705,15 0 

 

Keterangan : Jenis tanaman yang dipanen yaitu Acacia sp dan Eucalyptus sp dengan 

diameter 10 s/d 40 cm 

 

c Verifier 2.2.1. a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi  

 

 

: Pada periode audit VLHH Kayu (November 2023 s/d Oktober 2025), maka diketahui 

bahwa PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen LHC Petak Kerja Tebangan 

hutan tanaman yang menjadi target atau rencana pemanenan hutan tanaman pada 

RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025; yang dibuat oleh 
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 GanisPH Perencanaan Hutan (Canhut) yang mendapatkan tugas dari pimpinan 

perusahaan, sebagaimana yang tercantum pada dokumen RKTPH, sebagai berikut : 

 

1. RKTPH Tahun 2023 sebagai GanisPH Canhut bernama Sdr. Fauzi Iskandar, 

dengan No. Register : 01200000317 

2. RKTPH Tahun 2024 sebagai GanisPH Canhut bernama Sdr. Fauzi Iskandar, 

dengan No. Register : 01200000317; 

3. RKTPH Tahun 2025 sebagai GanisPH Canhut bernama Sdr. Rusdianto, S.Hut, 

dengan No. Register : 01230017544. 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen LHC yang menjadi lampiran 3 (tiga) dokumen RKTPH 

yang disetujui, maka diketahui bahwa data Rekapitulasi LHC tersebut hasil kegiatan 

cruising dengan intensitas sampling 1% - 5%, dengan rincian keberadaan data 

Rekapitulasi LHC sebagai berikut : 

 

No RKTPH SK Awal SK Revisi Keberadaan Data RLHC 

Murni Carry Over 

1 2023 ✓  ✓  ✓  ✓  

2 2024 ✓  t.a ✓  t.a 

3 2025 ✓  ✓  ✓  t.a 

 

Observasi lapangan  

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling lokasi inventarisasi tegakan hutan 

tanaman pada RKT 2024 dan RKT 2025 maka diketahui di lapangan pada  

petak/kompartemen No. F.012 dengan koordinat 2° 27’ 02,9“ S ; 110° 35’ 25,8” E 

dijumpai mempunyai tanda tanfa berupa patok yang mencantumkan identitas lokasi, 

antara lain : PMA, No. Petak, Jenis Tanaman, Tanggal Pengukuran dan pita warna 

orange (pohon yang diukur) berisi diameter dalam plot (foto dokumentasi di laporan 

akhir) 

 

Terdapat Data Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) RKTPH Tahun 2024, per 

Blok Estate sebagai berikut : 

 

No. Petak Tebang 
Luas 

(Ha.) 

Φ 10 - 40 cm Total 

N (Phn) V (M3) N (Phn) V (M3) 

1 Estate C 722.8      0 0 

  - Acacia sp   527,815 45,320 527,815 45,320 

  - Eucalyptus sp   429,573 27,805 429,573 27,805 

2 Estate D 1,178.4      0 0 

  - Acacia sp   1,073,015 110,017 1,073,015 110,017 

  - Eucalyptus sp   533,619 36,813 533,619 36,813 

3 Estate E 104.3      0 0 

  - Acacia sp   10,548 1,109 10,548 1,109 

  - Eucalyptus sp   104,964 11,844 104,964 11,844 

4 Estate F 81.4          

  - Acacia sp   35,737 5,062 35,737 5,062 

  - Eucalyptus sp   78,949 6,350 78,949 6,350 

5 Estate G 167          

  - Acacia sp   20,627 2,734 20,627 2,734 

  - Eucalyptus sp   226,959 19,885 226,959 19,885 

6 Estate H 43.8          
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  - Acacia sp   36,263 4,379 36,263 4,379 

  - Eucalyptus sp   29,700 1,840 29,700 1,840 

7 Estate I 444.5          

  - Acacia sp   281,933 33,770 281,933 33,770 

  - Eucalyptus sp   295,847 21,797 295,847 21,797 

8 Estate J 61          

  - Acacia sp   34,151 3,298 34,151 3,298 

  - Eucalyptus sp   50,416 2,884 50,416 2,884 

Jumlah : 3,719,700 332,023 3,719,700 332,023 

Sumber : SIPUHH Online PT NKL 

 

Terdapat Data Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) RKTPH Tahun 2025, per 

Blok Estate sebagai bekikut : 

 

No. Petak Tebang Luas (Ha.) 

Φ 10 - 40 cm Total 

N (Phn) 

Vol 

(M3) 
Btg Vol. (M3) 

1 Estate A 27.3     0 0 

  - Acacia sp   2642 1954 2642 1954 

2 Estate B 1029.1     0 0 

  - Acacia sp   111975 62213 111975 62213 

  - Eucalyptus sp   30429 11221 30429 11221 

3 Estate C 1558.5     0 0 

  - Acacia sp   158858 147631 158858 147631 

  - Eucalyptus sp   24321 19212 24321 19212 

4 Estate D 769.7     0 0 

  - Acacia sp   88674 56161 88674 56161 

  - Eucalyptus sp   17265 5718 17265 5718 

5 Estate E 1.7     0 0 

  - Acacia sp   25 0 25 0 

6 Estate F 109.2     0 0 

  - Acacia sp   10722 9770 10722 9770 

7 Estate I 188.8     0 0 

  - Acacia sp   27627 19824 27627 19824 

Jumlah I 3,684.30 472,538 333,705 472,538 333,705 

  Tanah Kosong           

  - Acasia sp 142.80 200 1.2 200 1.2 

Jumlah II 142,80 200 1,2 200 1,2 

Jumlah I + II 3.827,10 472.738 333.706,2 472.738 333.706,2 

Sumber : SIPUHH Online PT NKL 

 

d. Verifier 2.2.1. b. : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal 

yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di 

lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang dimiliki oleh 

PT NKL, yang meliputi : dokumen RKUPH awal, perubahan ke-1 RKUPH dan perubahan 
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ke-2 RKUPH, maka diketahui bahwa Penataan Areal Kerja PBPH PT NKL yang sudah 

ditetapkan dan dipetakan sesuai dengan peruntukan kawasan yang terdiri dari 1) 

Kawasan Lindung; dan 2) Areal Budidaya, dimana pada Peta RKUPH Skala 1 : 50.000 

untuk lokasi Kawasan Lindung berwarna Merah dan untuk Areal Budidaya berwarna 

Kuning. 

 

Pembuatan Peta RKTPH sebagai Peta Kerja Skala 1 : 50.000 tersedia lengkap sebagai 

lampiran Buku RKTPH Tahun 2023, Buku RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 

yang disetujui oleh Direktur PT NKL (self approval), secara penandaan mencakup :  

1. Areal yang boleh ditebang (warna kuning diarsir garis vertikal sebagai areal 

budidaya);  

2. Areal yang tidak boleh ditebang (warna merah) sebagai Kawasan Lindung. 

 

Terdapat Surat Keputusan Direktur PT NKL Nomor : SK.113/Dir_NKL/XI/2025 tanggal 

01 November 2025 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Nusantara Kalimantan 

Lestari 

 

Secara umum areal yang boleh ditebang pada PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sesuai Penataan Areal Kerja (PAK) di dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029, 

yaitu berupa Kawasan Lindung dengan rincian sebagai berikut : 

 

A. Perlindungan Keaneka ragaman Hayati  : 6.972,28 

1. BZ Cagar Alam Muara Kendawangan : 824,00 

2. Cagar Budaya : 338,88 

3. KPPN : 921,80 

4. KPSL  : 525,55 

5.   Sempadan Sungai : 4.362,05 

B.  Pemulihan Lingkungan : 2.201,77 

1.  Sempadan Sungai : 2.201,77 

Total A + B : 9.174,05 

 

Observasi Lapangan  

Hasil observasi lapangan yang menggunakan aplikasi Avenza Maps dijumpai adanya 

penandaan batas areal yang boleh ditebang, yaitu Blok/Petak RKT THPB dan tanda 

batas areal yang tidak boleh (Kawasan Lindung) pada  Blok/Petak RKT 2024 dan 

Blok/Petak RKT 2025, sebagai berikut : 

 

No Jenis Penandaan Keberadaan Keterangan 

RKTPH 2024  

1 Plang nama RKT Ditemukan 1 

plang nama  

Koordinat plang nama RKT sesuai 

Peta RKT (avenza maps) terbuat 

dari papan warna dasar hijau 

lengkap dengan informasi luas dan 

nomor SK RKT 

Namun dalam kondisi roboh dan 

perlu perbaikan 

2. Pal batas petak Ditemukan 5 pal 

batas petak RKT 

2024   

Koordinat pal petak RKT dr pralon 

setinggi 1,2 mtr warna putih dan 

ujung kuning sesuai Peta RKT, dan 

polet // warna kuning untuk bts di 

dalam petak sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 

3. Plang nama SS Tidak ada Tidak ada  

4. Pal Bats SS Ditemukan 1 pal 

SS  

Koordinat pal SS dr pralon setinggi 

1,00 mtr warna merah sesuai Peta 
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RKT, sesuai Peta RKTPH (Avenza 

Maps)  

RKTPH 2025 

1 Plang nama RKT  Ditemukan 2 

plang RKT, awal 

RKT dan revisi 

RKT 

Koordinat plang nama RKT terbuat 

dari papan warna dasar hijau 

lengkap dengan informasi luas dan 

nomor SK RKT sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 

2. Pal batas petak Ditemukan 9 pal 

batas petak 

Koordinat pal petak RKT dr pralon 

setinggi 1,2 mtr warna putih dan 

ujung kuning sesuai Peta RKT, dan 

polet // warna kuning untuk bts di 

dalam petak sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 

3. Plang nama SS Ditemukan 1 

plang nama SS 

Blaban 

Koordinat pal nama sungai Blaban 

sesuai Peta RKTPH (Avenza Maps) 

dan terbuat dari papan warna dasar 

hijau lengkap dengan informasi 

Kawasan Lindung dan titika 

koordinat serta larangan menebang.  

4. Sempadan sungai Ditemukan 1 pal 

SS 

Koordinat pal SS dr pralon setinggi 

1,00 mtr warna merah sesuai Peta 

RKT, sesuai Peta RKTPH (Avenza 

Maps) 

 

 

e. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 

implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Sesuai hasi verifikasi dokumen RKTPH yang dimiliki oleh PT NKL, maka diketahui 

bahwa pada setiap Buku RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 

2025 terlampir Peta RKTPH Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan areal yang boleh 

ditebang terdiri Blok Areal Budidaya atau Petak TP (Tanaman Pokok) atau Blok Estate 

atau kompatemen, yaitu berwarna kuning dengan arsiran vertikal. 

Observasi Lapangan 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan metoda avenza maps maka 

diketahui bahwa penandaan batas Blok dan petak yang dijumpai sesuai di lapangan 

dan di Peta RKT Tahun 2023, RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025, sebagai berikut 

: 

No Jenis Penandaan Keberadaan Keterangan 

RKTPH 2024  

1 Plang nama RKT Ditemukan 1 

plang nama  

Koordinat plang nama RKT sesuai 

Peta RKT (avenza maps) terbuat 

dari papan warna dasar hijau 

lengkap dengan informasi luas dan 

nomor SK RKT 

Namun dalam kondisi roboh dan 

perlu perbaikan 

2. Pal batas petak RKT Ditemukan 5 pal 

batas petak RKT 

2024   

Koordinat pal petak RKT dr pralon 

setinggi 1,2 mtr warna putih dan 

ujung kuning sesuai Peta RKT, dan 

polet // warna kuning untuk bts di 

dalam petak sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 

RKTPH 2025 

1 Plang nama RKT  Ditemukan 2 

plang RKT, awal 

Koordinat plang nama RKT terbuat 

dari papan warna dasar hijau 
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RKT dan revisi 

RKT 

lengkap dengan informasi luas dan 

nomor SK RKT sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 

2. Pal batas petak RKT Ditemukan 9 pal 

batas petak 

Koordinat pal petak RKT dr pralon 

setinggi 1,2 mtr warna putih dan 

ujung kuning sesuai Peta RKT, dan 

polet // warna kuning untuk bts di 

dalam petak sesuai Peta RKTPH 

(Avenza Maps) 
 

f. Verifier 2.2.1. d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Uraian singkat 

justifikasi 
: Pada periode waktu audit Penilikan Ke-3 PT NKL (November 2023 s/d Oktober 2025) 

yang meliputi verifikasi 3 (tiga) dokumen RKTPH, yaitu RKTPH Tahun 2023, RKTPH 

Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 maka diketahui selama 3 (tiga) tahun terakhir 

tersebut PT NKL tidak memiliki rencana penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya 

tanaman di lokasi LOA yang terdapat potensi kayu tumbuh alami. 

Selain itu pada dokumen atau Buku Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029, baik 

perubahan ke-1 pada tahun 2023 dan perubahan ke-2 tahun 2025, diketahui tidak 

terdapat rencana penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman di lokasi 

LOA, seperti pada Tabel Penyiapan Lahan berdasarkan Perubahan RKUPH berikut ini : 

 

Tabel Rencana Penyiapan Lahan dan Penanaman Pada Perubahan Ke-2 RKUPH 2020-

2029 PT NKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terdapat Tabel Rencana Penyiapan Lahan dan Penanaman Pada Perubahan Ke-1 

RKUPH 2020-2029 PT NKL tidak ada di LOA, seperti Tabel berikut : 
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3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Buku Ukur (BU) 

Pada periode audit (November 2023 s.d Oktober 2025), PT NKL telah membuat/ 

menerbitkan buku ukur atas pemanfaatan kayu tanaman di SIPUHH dengan total 608 

set Buku Ukur dengan volume 622.264,13 M3, dengan rincian sebagai berikut : 

 

a. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2023 (November s/d Desember 2023) 

yaitu sebanyak 6 set buku ukur dengan volume 46.310,39 M3; 

b. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2024 (Januari s/d Desember 2024) 

yaitu sebanyak 21 set buku ukur dengan volume 344.495,00 M3; 

c. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d Oktober 2025) yaitu 

sebanyak 581 set buku ukur dengan volume 231.458,74 M3; 

 

Laporan Hasil Produksi (LHP) 

Selanjutnya data buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan 

LHP kayu tanaman, dan pada periode audit (November 2023 s.d Oktober 2025), PT 

NKL telah menerbitkan LHP atas pemanfaatan kayu tanaman dan telah terupload di 

SIPUHH dengan total 45 set LHP kayu tanaman dengan volume 622.264,13 M3 , 

dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2023 (November s/d Desember 2023) yaitu 

sebanyak 6 set LHP kayu tanaman dengan volume 46.310,39 M3; 

2. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2024 (Januari s/d Desember 2024) yaitu 

sebanyak 16 set LHP kayu tanaman  dengan volume 344.495,00 M3; 

3. Penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d Oktober 2025) yaitu 

sebanyak 23 set LHP kayu tanaman  dengan volume 231.458,74 M3 

 

Petugas Penerbit LHP Kayu Tanaman berdasarkan Surat Penugasan BPHL Wilayah X, 

dan selama periode audit (November 2023 s/d Oktober 2025) terdapat 3 (tiga) nama 

petugas sesuai berlakunya dokumen RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun, dan RKTPH 

Tahun 2024, dan RKTPH Tahun 2025, dengan nama GanisPH PKB dan nomor resgiter  

sebagai berikut :  

 

RKTPH 

Tahun 

Nama GaniiPH 

PKB 

No. Register No. Penempatan 

P2LHP dr Direksi 

No. Penugasan 

dr BPHL Wil. X 

2023 Lasro Siagian 23230019321 083739549097 080523033 

2024 Ricky Yanshent 23230019981 086766243161 080923004 

2025 Ricky Yanshent 23230019981 086766243161 080923004 

 

Pembuatan LHP pada RKT Tahun 2023, RKT Tahun 2024 dan RKT Tahun 2025 PT NKL  

yaitu di TPn petak tebangan RKT dan atau TPK Hutan yang telah ditetapkan untuk 

setiap RKTPH yang dibuat melalui Surat Keputusan Direktur PT NKL, dan keberadaan 

SK Direktur seperti berikut : 
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RKTPH 

Tahun 

No & Tgl SK Direktur ttg TPn dan TPK 

Hutan 

Jum. TPn 

(Petak) 

Lokasi TPK Hutan 

2023 03/TPn/TPK-NKL/I/2023, 3 Jan 2023 322 Pos TUK di KM 1 

2024 40/TPn-NKL/III/2024, 14 Maret 2024 343 Pos TUK di KM 1 

2025 113/TPn-NKL/XI/2025, 10 Nov 2025 80 Pos TUK di KM 1 

 

Sarana dan Prasarana SIPUHH dan SIPNPB 

 

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di 

lokasi PBPH PT NKL yaitu dijumpai diantaranya : 

a. Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH atas nama Andi Gunawan, yang ditunjuk 

oleh Direktur PT NKL berdasarkan SK Nomor: 01/Dir-NKL/VI/2025  Tanggal 12 

September 2025 ; 

b. Pengangkatan Petugas Operator SIPNPB atas nama Rainhani Pandiangan, yang 

ditunjuk oleh Direktur PT NKL berdasarkan SK Nomor: 46/Dir-NKL/IX/2025  Tanggal 

02 Juni 2025; 

c. Terdapat Computer/Laptop, Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang 

berada di Pos TUK KM 1 PT NKL 

 

Berdasarkan realisai pemenanen selama periode audit VLHH (November 2023 s/d 

Oktober 2025) dan verifikasi dokumen LMKB TPK Hutan dan TPK Antara, maka 

diketahui stok kayu tanaman per 06 Oktober 2025, sebagai berikut : 

 

No Uraian Stok Volume (M3) 

1 Stok Awal per 31 Oktober 2023  

 a. TPK Hutan  40,830.20  

 b. TPK Antara   17,074.12  

 Total   57,904.32  

2 Penambahan LHP selama periode audit   

 a. RKT 2023 (November s/d 31 Desember 2024)         46,310.39  

 b. RKT 2024 (Januari s/d 31 Desember 2025)          344,495.00  

 c. RKT 2025 (Januari s/d 6 Oktober 2025)          231,458.74  

 Total Penambahan (2)         622,264.13  

3 Pengurangan selama periode audit  

 a. SKSHHK TPK Hutan (Non 2023 s/d 6 Okt 2025)  
       

631,971.50  

 b. SSHHK TPK Antara (Non 2023 s/d 6 Okt 2025) 
         

674,026.25  
 Total Pengurangan 674,026.25 

4 Stok Akhir 6.142,20 

 a. TPK Hutan  122,83 

 b. TPK Antara Km 0 Ds Tembudan 6.019,37 

 Total Stok Akhir Per 06 Oktober 2025 6.142,20 

 

Uji petik pengukuran tumpukan kayu tanaman 

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel 

Tumpukan Kayu Tanaman di sebanyak 12 tumpukan kayu tanaman ACRA yang sudah 

di LHP berada di :  

1. TPn Petak No. B.036 dengan koordinat 2° 28’ 41,8” S; 110° 33’ 28,0” E sebanyak 

7 tumpukan kayu tanaman jenis ACRA yang sudah diukur dan di LHP kan; dan  

2. TPn Petak No. B.053 dengan koordinat 2° 28’ 41,8” S; 110° 33’ 28,0” E sebanyak 

5 tumpukan kayu tanaman jenis ACRA yang sudah diukur dan di LHP kan. 

 

Dengan hasil uji petik pengukuran sebagai berikut :  
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- Perbedaan Tumpukan Kayu Tanaman  : 0 % (Tidak ada) 

- Perbedaan Jenis Kayu Tanaman         : 0 % (Tidak ada) 

- Selisih Pengukuran Kayu Tanaman               : 18,16 M3 atau 2,59 % 

 

b. Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 

angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara 

 

PT NKL telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu seperti lokasi TPn, TPK 

Hutan dan TPK Antara pada RKT Tahun 2023, RKT 2024 dan RKT 2025, sesuai dengan 

SK Penetapan yang dibuat oleh Diektur, sebagai berikut : 

 

a. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan 

melalui SK Direktur No. 03/TPn/TPK-NKL/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 untuk RKT 

Tahun 2023; No. 40/TPn-NKL/III/2024, 14 Maret 2024, dan No. 113/TPn-

NKL/XI/2025, 10 November 2025, untuk  

 

b. PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan Lokasi TPK Antara Bangkal 

Serai melalui SK Direktur No. 11/TPK-NKL/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 dan 

berlaku s/d 31 Desember 2025. TPK Antara Bangkal Serai terletak di Desa Bangkal 

Serai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, dengan luas ± 4,9 Ha dan kapasitas 

± 10.000 m3 dan berada pada koordinat Geografis : 1100 29’ 38,054” BT dan 20 

24’ 45,324’’ LS; 

 

c. PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki Izin Terminal Khusus (Tersus) Bidang 

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Desa Bangkal Serai Kec. Kendawangan 

Kab. Ketapang, Provinsi Kalbar, dengan Legalitas Perizinan Berusaha  

Pengoperasian Nomor : A.50/AL.308/DJPL/E tertanggal 19 Juli 2021 dan berlaku 

atau berakhir tanggal 18 Juli 2026. Dimana titik koordinat Dermaga PT NKL, 

sebagai berikut : 

• 02° 24’ 42,828” LS/110° 29’ 27,837” BT; 

• 02° 24’ 45,437” LS/110° 29’ 32,229” BT; 

• 02° 24’ 44,582” LS/110° 29’ 31,829” BT; 

• 02° 24’ 45,038” LS/110° 29’ 37,437” BT. 

 

Petugas Penerbit SKSHHK dan P3KB 

 

Pada periode audit (November 2023 s/d Oktober 2025), PT NKL telah menempatkan 

GANISPH PKB sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB dan nama GanisPH PKB yang 

ditempatkan sebagai petugas PUHH (P2SKSHHK TPK Hutan, P2SKSHHK TPK Antara 

dan P3KB) berdasarkan RKTPH sebagai berikut : 

 

RKTPH Nama Ganis PKB No.Penempatan No.Penugasan 

2023 

SKSHHK TPK Hutan Ricky Yanshent 087194096142 080923004 

SKSHHK TPK Antara Fajar Maolana 081230998388 020223108 

P3KB Adi Winarno 085448568880 081023019 

2024 

SKSHHK TPK Hutan 1. Andi Gunawan 

2. Adi Winarno 

 

1. 080662529024 

2. 085448568880 

1. 080624001 

2. 081023019 

SKSHHK TPK Antara Fajar Maolana 081230998388 020223108 

P3KB 1. Lasro Siagian 

2. Andika Raka Siwi 

Lubis 

1. 081096352895 

2. 084437477883 

1. 080523033 

2. 080624002 
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2025 

SKSHHK TPK Hutan Andi Gunawan 080662529024 080624001 

SKSHHK TPK Antara Adi Winarno 085448568880 081023019 

P3KB 1. Lasro Siagian 

2. Andika Raka Siwi 

Lubis 

1. 081096352895 

2. 084437477883 

1. 080523033 

2. 080624002 

 

Penerbitan Dokumen SKSHHK 

Pada rentang waktu audit (November 2023 s.d 6 Oktober 2025), PT NKL telah 

melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK 

sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK Hutan dan TPK Antara, dan 

realisasi jumlah dokumen SKSHHK TPK Hutan yang diterbitkan per bulan, seperti  tabel 

berikut : 

 

Realisasi Dokumen SKSHHK TPK HUtan 

No Periode Penerbitan  Jumlah (Set)  
Volume 

 Trip   M3  

1 November 2023             956  
            

956  
     34,283.43  

2 Desember 2023             713  
            

713  
     24,362.18  

3 Januari 2024             764  
            

764  
     26,060.09  

4 Februari 2024             966  
            

966  
     33,744.48  

5 Maret 2024        1,132  
         

1,132  
     36,503.25  

6 April 2024             526  
            

526  
     17,527.93  

7 Mei 2024             937  
            

937  
     32,924.51  

8 Juni 2024             622  
            

622  
     24,071.40  

9 Juli 2024         1,138  
         

1,138  
     41,285.73  

10 Agustus 2024         1,239  
         

1,239  
     38,734.12  

11 September 2024             818  
            

818  
     24,391.02  

12 Oktober 2024         1,302  
         

1,302  
     40,244.57  

13 November 2024             649  
            

649  
     24,768.50  

14 Desember 2024             603  
            

603  
     21,613.43  

15 Januari 2025             473  
            

473  
     17,140.97  

16 Februari 2025             903  
            

903  
     32,523.27  

17 Maret 2025             777  
            

777  
     27,769.41  
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18 April 2025             336  
            

336  
     12,053.93  

19 Mei 2025             737  
            

737  
     27,615.05  

20 Juni 2025             712  
            

712  
     27,091.63  

21 Juli 2025             829  
            

829  
     30,178.32  

22 Agustus 2025             742  
            

742  
     29,261.20  

23 September 2025             740  
            

740  
     28,742.49  

24 Oktober 2025             263  
            

263  
     10,080.59  

  Jumlah SKSHHK       18,877        18,877  
    

662,971,50  

 

Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Ke Industri pada periode audit (November 2023 

s/d p6 Oktober 2025) sebanyak 129 set dengan volume kayu tanaman yang diangkut 

total 674.026,04 M3, dan secara keseluruhan kayu tanaman dikirim ke TPT-KB PT 

Riau Andalan Pulp and Paper, seperti pada Tabel berikut :  

 

Realisasi Dokumen SKSHHK TPK Antara 

 

No Periode Penerbitan  Jumlah (Set)  Volume (M3) 

1 November 2023 8 31.920,23 

2 Desember 2023 8 34.044,93 

3 Januari 2024 8 30.948,40 

4 Februari 2024 6 23.327,47 

5 Maret 2024 8 33.500,74 

6 April 2024 8 30.726,02 

7 Mei 2024 7 21.328,17 

8 Juni 2024 6 29.442,46 

9 Juli 2024 4 25.631,35 

10 Agustus 2024 - - 

11 September 2024 6 32.635,04 

12 Oktober 2024 8 50.156,68 

13 November 2024 4 20.856,52 

14 Desember 2024 3 22.739,25 

15 Januari 2025 2 12.145,26 

16 Februari 2025 4 26.067,41 

17 Maret 2025 5 30.280,39 

18 April 2025 3 19.895,58 

19 Mei 2025 5 31.199,57 

20 Juni 2025 4 24.400,26 

21 Juli 2025 5 30.995,96 

22 Agustus 2025 5 29.198,95 

23 September 2025 4 25.562,75 
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24 Oktober 2025 2 13.561,26 

  Jumlah SKSHHK 129 674.026,04 

 

Terdapat Surat Perjanjian Penyerahan Dan Penerimaan Kayu antara PT NKL dengan 

PT RAPP No. 47/RAPP/JBK/LGL/I/2025/EX, tertanggal 04 Januari 2025, dan terdapat 

Lampiran 1 tentang Kebijakan APRIL Group dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 

2.0 tanggal 03 Juni 2025. 

 

Pihak Pertama (PT NKL) dan Pihak Kedua (PT RAPP)  dengan ini menerangkan terlebih 

dahulu, sebagai berikut : 

 

1. Bahwa Pihak Pertama telah memeperoleh Persetujuan RKTPH Tahun 2025 atas 

nama PT Nusantara Kalimantan Lestari berdasarkan Keputusan Direktur PT NKL 

Nomor 04/DIR-NKL/XII/2024 tanggal 04 Januari 2025 dalam areal seluas 2.676,62 

Ha, dengan volume produksi kayu Akasia sebesar 180.879,39 M3 dan kayu 

Ekaliptus sebesar 27.810,49 M3, sebagaiman tempatnya terurai dalam izin 

tersebut (selanjutnya cukup disebut “Areal Izin”); 

 

2. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyerahkan kayu-kayu dalam Areal Izin 

tersebut kepada dan demikian Pihak Kedua bermaksud memanfaatkan kayu yang 

ada di dalam Areal Izin tersebut untuk kebutuhan industri Pihak Kedua; 

3. Selanjutnya Kedua Pihak salin menyetujui dan mufakat melangsungkan perjanjian 

tentang Penyerahan dan Penerimaan Kayu dengan mempergunakan syarat syarat 

dan ketentuan ketentuan sebnayak 5 (lima) item dibawah ini. 

 

c. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 

pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : NOT APPLICABLE (N/A) 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Pada periode waktu audit Penilikan Ke-3 PT NKL (November 2023 s/d Oktober 2025) 

yang meliputi verifikasi 3 (tiga) dokumen RKTPH, yaitu RKTPH Tahun 2023, RKTPH 

Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 maka diketahui selama 3 (tiga) tahun terakhir 

tersebut PT NKL ada rencana penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman 

di lokasi LOA yang terdapat potensi kayu tumbuh alami. 

 

Selain itu pada dokumen atau Buku Perubahan RKUPH Periode Tahun 2020-2029, baik 

perubahan ke-1 pada tahun 2023 dan perubahan ke-2 tahun 2025, diketahui tidak 

terdapat rencana penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman di lokasi 

LOA, dan sesuai dengan hasil wawancara MR diketahui bahwa untuk RKTPH pada 

tahun selanjutnya (2026 s/d 2029) tidak ada penyiapan lahan di LOA untuk 

pembangunan HTI, artinya pembangunan HTI pada areal PT NKL sudah mencapai 

jangka benah karena sejak RKTPH Tahun 2023 produksinya dari pemanenan hutan 

tanaman, sehingga untuk verifier 3.1.3.a tidak diterapkan atau Not Applicable 

 

d. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi  

: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

Pada periode audit VLHH (November 2023 s/d 6 Oktober 2025) terdapat dokumen 

kode billing PSDH yang diterbitkan atas LHP kayu tanaman (ACRA dan Eucalyptus) 

yang diterbitkan pada periode tersebut, dengan jumlah Tagihan PSDH sebesar Rp. 

5.227.018.692,00 dari total LP-KHP/LHP Kayu Tanaman sebanyak 622.264,13 M3, 

dengan rincian seperti berikut : 

 

1. LHP RKT 2023 selama periode audit  (November s/d 31 Desember 2023) :  

a. Total Volume 46.310,39 M3. 
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b. Total Tagihan PSDH Rp. 389.007.276,00 

 

2. LHP RKT 2024 selama periode audit  (Januari s/d 31 Desember 2024) : 

• Total Volume 344.495,00 M3. 

b. Total Tagihan PSDH Rp. 2.893.758.000,00 

 

3. LHP RKT 2025 selama periode audit  (Januari s/d 06 Oktober 2025) : 

• Total Volume 231.458,74 M3. 

b. Total Tagihan PSDH Rp. 1.944.253.416,00 

 

Pada periode audit VLHH (November 2023 s/d 6 Oktober 2025) terdapat dokumen 

Bukti Penerimaan Negara untuk pembayaran PSDH atas Tagihan PSDH dari LP-

KHP/LHP yang diterbitkan pada periode audit bulan, dan dokumen tersebut dilampiri 

Bukti Penerimaan Negara dengan Kop Surat Bank Mandiri Cq. Kementerian Keuangan 

RI. 

 

Pada Periode audit, diketahui total tagihan PSDH tersebut sudah dibayar atau dilunasi 

oleh PT NKL sesuai kode billing melalui Bank Mandiri yaitu total sebesar  Rp. 

5.227.018.692,00; dan pada periode audit tidak terdapat tunggakan PSDH atau 

denda karena keterlambatan bayar sesuai dengan dokumen Bukti Penerimaan 

Negara yang didapatkan dari SIPNPB PT NKL yang di rekap oleh operator SIPUHH 

(Sdr. Andi Gunawan). 

 

Pelayanan Dokumen Hasil Hutan (PDHH) 

 

Pada periode audit VLHH (November 2023 s/d Oktober 2025) PT NKL mendapat 

tagihan PDHH atas dokumen SSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu tanaman 

dari Blok/Petak tebangan (pemanenan), baik SKSHHK TPK Hutan maupun SKSHHK 

TPK Antara ke industri. 

Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas PDHH yang telah dibayarkan 

melalui Bank Mandiri (Internet Banking), dengan rincian sebagai berikut : 

 

No Tanggal 

Tagihan 

Nomor Kode Billing Tanggal 

Bayar 

Jumlah  

 

SKSHHK 

(lembar) 

Setoran (Rp) 

1 03/12/2024 820241203484993 09/12/2024 600 3.000.000 

2 03/12/2024 820241209220090 20/12/2024 719 3.595.000 

3 02/01/2025 820250102237458 07/01/2025 800 4.000.000 

4 06/02/2025 820250206798487 11/02/2025 1.000 5.000.000 

5 09/03/2025 820250309044443 18/03/2025 800 4.000.000 

6 01/05/2025 820250501737714 06/05/2025 800 4.000.000 

7 02/06/2025 820250602000774 09/06/2025 800 4.000.000 

8 05/07/2025 820250705918243 09/07/2025 1.000 5.000.000 

9 11/08/2025 820250811881479 19/08/2025 1.000 5.000.000 

10 15/09/2025 820250915989253 16/09/2025 1.000 3.000.000 

    8.519 42.595.000 

Sumber : Bukti Penerimaan Negara Pelayanan Dokumen Hasil Hutan (PDHH) 

Desember 2024 s/d September 2025, sesuai dengan sejak pemberlakukan PDHH 

kepada PBPH pada Desember 2024, dan PT NKL tidak mempunyai tunggakan PDHH. 

 

e. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 

awal) 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan PBPH yang telah memiliki Sertifikat 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan 
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Sertifikat PHPL Nomor PHL-61-01001 dan berlaku selama 6 (enam) tahun dari tanggal 

17 Desember 2020 s.d 16 Desember 2026. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan 

Nomor PHL-61-01001 pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. Penggunan 

Tanda SVLK Indonesia oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman 

Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda 

SVLK. 

 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Nusnatara Kalimantan Lestari yang dapat 

diverifikasi adalah Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL dan 

RKL-RPL) yaitu sebagai berikut : 

➢ Terdapat dokumen Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL 

dan RKL-RPL) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Nusantara Kalimantan Lestari dan telah 

disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah 

disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 

1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Perubahan lampiran 

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang 

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan 

Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi 

Kalimantan Barat. 

➢ Adapun point penting dalam Keputusan berdasarakn SK Gubernur Kalimantan 

Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai berikut : 

Kesatu : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 

306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) 

oleh PT Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, 

Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang Provinsi 

Kalimantan Barat. 
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Kedua : Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (UPHHK-HTI) oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari, meliputi 

: 

a. Sepanjang menyangkut nama Badan Hukum perusahaan yang 

semula PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT Nusantara 

Kalimantan Lestari; 

b. Secara administrasi lokasi Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT 

Nusantara Kalimantan Lestari yang semula berada di Kecamatan 

Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten 

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menjadi berada di Kecamatan 

Singkup, Air Upas dan Kendawangan Provinsi Kalimantan Barat; 

c. Menambah komoditi tanaman pokok yaitu jenis Ekaliptus 

(Eucalyptus sp.) dengan daur 5 tahun, sehingga merubah tata 

ruang HTI (RKU dan RKT) serta sistem silvikultur; 

d. Areal Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (UPHHK-HTI) PT Nusantara Kalimantan Lestari seluas 

34.787,18 Ha, dengan Rencana penataan ruang sebagai berikut : 

1) Kawasan Lindung : 9.496 Ha (27,3%) 

2) Areal Tidak Untuk Produksi 

- Sarana Prasarana : 145,9 Ha (0,4%) 

- Area Penggunaan Lain (APL) : 944 Ha (2,7%) 

3) Areal Efektif Untuk Produksi 

- Tanaman Pokok : 16.979,5 Ha (48,8%) 

- Tanaman Kehidupan : 7.221,8 Ha (20,8%) 

 

➢ Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL disusun oleh konsultan pelaksana 

PT Alam Indo Lestari dengan Registrasi Kompetensi No. 0123/LPJ/AMDAL-

1/LRK/KLH dan beralamat di Dr. Wahidin S. Komp. Batara Indah I Blok O No. 

14 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak; 

➢ Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL yang dibuat oleh PT Nusantara 

Kalimantan Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Verifier 4.1.2. a. : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu 

kesatuan dengan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL. Dokumen RKL RPL telah 

disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta telah disahkan 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 

tanggal 2 Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur Kalimantan 

Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT Garuda 

Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, Manismata dan Kecamatan Air Upas 

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan verifikasi dokumen RKL-RPL pada PBPH PT Nusantara Kalimantan 

Lestari, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan PT NKL adalah : 

I. Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 

1. Sosialisasi Kegiatan 

II. Tahap Konstruksi 

1. Penataan Areal Kerja (PAK) 

2. Risalah Hutan 
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3. Pembukaan Wilayah Hutan 

4. Pengadaan Bibit 

5. Penerimaan Tenaga Kerja Untuk Operasi 

III. Tahap Operasi 

1. Penyiapan Lahan 

2. Penanaman 

3. Pemeliharaan Tanaman 

4. Pemanenan 

5. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

6. Kelola Sosial 

IV. Tahap Pasca Operasi 

1. Reboisasi 

2. Penanganan Aset 

3. Pemutusan Hubungan Kerja 

 

c. Verifier 4.1.2. b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 

biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode 2 tahun terakhir PT NKL telah membuat laporan pengelolaan kawasan 

lindung yang tertuang dalam Laporan RKL-RPL Semester II Tahun 2023, Semester I & 

II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 dan telah disampaikan secara Online 

menggunakan SIMPEL yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup dan ditujukan ke instasi terkait, meliputi : 1) 

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 2) Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; 3) Dinas Perumahan 

Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabuapten Ketapang. 

Tehadap pelaporan RKL dan RPL PT Nusantara Kalimantan Lestari melalui SIMPEL 

tersebut terdapat Tanda Terima Elektronik dan keberadaan bukti tanda terima tersebut 

lengkap. 

Selain itu terdapat bukti pelaksanaan lingkungan yang terkait kegiatan pengamanan 

dan perlindungan kawasan hutan, yang meliputi : 

➢ PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membentuk Brigade Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) berdasarkan SK Direktur No. 

31/NKL/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Brigdalkarhutla. 

Diverifikasi regu inti dalkarhutla PT NKL yaitu 2 regu inti dengan jumlah 1 regu inti 

sebanyak 15 personil dan satu personil ditunjuk sebagai kepala regu. Kewajiban 

personil regu inti dalkarhutla telah sesuai P.32 Tahun 2016. Adapun 2 regu inti 

yang berjumlah 30 orang, baru 16 personil (kurang 14 personil) yang memiliki 

kualifikasi/ kompetensi pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 

(Manggala Agni). Dan telah melengkapi peralatan pemadam kebakaran lahan dan 

hutan, seperti mobil pemadam kebakaran dan perlengkapan yang lainnya sesuai 

dengan P.32 Tahun 2026 yang tersimpan di Gudang dan dilakukan 3 (tiga) kali 

pemeliharaan (uji kelyakan alat). 

➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : 

a. Terdapat kegiatan penanaman rehabilitasi di sempadan anak sungai utaq 

udang dan buffer zone (Comp. C.113) sesuai BA Rehabilitasi Kawasan 

Lindung tertanggal 19 Oktober 2022, 3 Oktober 2023 dan 12 Oktober 2023; 

b. Terdapat pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur (menggunakan 4 

stik) yang dilakukan di RKT 2024 pada Compartment H.051 dan 

Compartement G.036. Data pemantauan diambil 1x selama 6 bulan; 

c. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat ombrometer yang 

berada di Estate NKL. Data pemantauan curah hujan diambil setiap hari hujan 
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dan terdapat laporan pemantauan curah hujan mulai dari bulan November 

2023 s/d Oktober 2025; 

d. Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yaitu adanya 

bangunan menara pemantau api di areal kerja PT NKL yaitu sebanyak 3 

menara yaitu pada Compartment D.086, I.132 dan G.330; 

e. Pemantauan kualitas air permukaan dan biota air (inlet dan outlet), 

pemantauan kualitas tanah, udara ambien, kebisingan yang bekerjasama 

dengan Laboratorium PT Global Environment Laboratory (PT GEL). 

Pemantauan tersebut rutin dilakukan 6 bulan sekali. 

f. Pemasangan plang-plang himbauan seperti himbauan/ larangan merambah 

hutan, membakar hutan dan lahan, pencurian kayu/ illegal logging, larangan 

berburu. 

g. Terdapat bangunan TPS Limbah B3 yang berada di belakang camp mitra yaitu 

pada koordinat S 2º 29’ 49”  E 110º 38’ 36”. 

h. Terdapat TPA Organik dan An Organik yang berada di belakang kantin PT 

NKL. TPA berupa 2 lubang di tanah dan dipisahakan antara sampah organik 

dan anorganik, namum dilubang tersebut masih bercampur antara sampah 

organik dan anorganik. 

i. Pada kegiatan sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memberikan 

bantuan seperti bantuan HUT kemerdekaan, bantuan kegiatan adat, 

infrastruktur, dll. Adapun bantuan-bantuan pada kegiatan sosial terekam 

dalam dokumen Community Development Semester Tahun 2024 dan Tahun 

2025. 

 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 5.1.1. a : Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi dokumen SOP K3 yang dimiliki PT NKL maka diektahui bahwa 

dokumen SOP yang berkaitan dengan K3 berjumlah 14 judul dokumen SOP yang 

disiapkan oleh oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh 

Direktur, dan 14 judul SOP tersebut sebagai berikut : 

1. SOP P2 K3 No. 002-EHS-SOP 

2. SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan Alat Wajib Simper No. 007-EHS-SOP  

3. SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat No. 016-EHS-SOP 

4. SOP Alat Pelindung Diri (APD) No. 021-EHS-SOP 

5. SOP Persyaratan Pengelolaan Kantin dan Ruang Makan No. 021-EHS-SOP 

6. SOP Prosedure Crossing Jalan Hauling & Aspal No. 024-EHS-SOP 

7. SOP Pedoman Tanggap Keadaan Darurat Covid-19 No. 028-EHS-SOP 

8. SOP Penilaian 5 K + KL No. 030-EHS-SOP 

9. SOP Laporan Investigasi Kecelakaan K3, Lingkungan & Lalu Lintas No. 031-EHS-

SOP  

10. SOP Penerimaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kontraktor No. 034-EHS-SOP 

11. SOP Pengelolaan Camp Lapngan No. 036-EHS-SOP 

12. SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) No. 037-EHS-SOP 

13. SOP Pelayanan Kesehatan Kerja No. 038-EHS-SOP 

14. SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 039-EHS-SOP 

Selain itu NKL memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 

181/DINASKERTRAN.D/2025, tanggal 25 Februari 2025, dimana Susunan Panitia 

Pembina Keselamatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT NKL sebagai berikut : 

 

Jabatan P2K3  Nama (Jabatan Perusahaan) 

Ketua  : Juni Edi Darmatuah Sinaga Direktur 

Wakil Ketua  : Teguh Wardoyo Wood Supllay Manager 

Sekretaris  : Sahala Ostavianus Assiten CS 
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Anggota  : Firman Sihol Marito Marbun Asistem EHS 

Anggota  : Dharma Dinata Asistem EHS 

Anggota  : Darta Ginting ASKP PLantation 

Anggota  : Hari Gunawan ASKP Common Service 

Anggota  : Muhammad Bicky Subarkah ASKP SSL 

Anggota  : Rahmad Diannor ASKP Infrastruktur 
 

b. Verifier 5.1.1. b : Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen mengenai ketersediaan Peralatan K3 pada PBPH 

PT Nusantara Kalimantan Lestari dapat disampaikan sebagai berikut :  

 

1. Terdapat daftar sarana dan prasarana K3 PT Nusantara Kalimantan Lestari periode 

bulan November 2025 yang dibuat oleh Firman Sihol Marito Marbun selaku 

Asisten EHS dan disetujui oleh Judi Edi Darmatuah Sinaga selaku Direktur PT NKL. 

Sesuai daftar K3 tersebut diketahui jumlah sarpras K3 sebanyak 24 item dalam 

kondisi baik dan dapat dijumpai di lapangan; 

   

2. Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan sesuai PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 

periode bulan Oktober 2025 yang dibuat oleh Firman Sihol Marito Marbun selaku 

Asisten EHS dan disetujui oleh Judi Edi Darmatuah Sinaga selaku Direktur PT NKL. 

Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang dimiliki yaitu : 

a. Jumlah regu (2 regu inti) 

b. Perlengkapan personil (14 item) 

c. Peralatan tangan (9 item) 

d. Peralatan mekanis (11 item) 

e. Transportasi (4 item) 

f. Data dan komunikasi (5 item) 

g. Logistik (26 item). 

 

Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang ditempatkan 

di gudang EHS yang cukup lengkap terdiri dari pompa, slang, chainsaw, peralatan 

manual dan lain-lain mengacu kepada Permenhut P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, 

dan jumlah ada sebagian belum sesuai dengan ketentuan Permenhut 

P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. 

 

Observasi Lapangan K3 

Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT 

Nusantara Kalimantan Lestari, yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu safety, sepatu boots, masker, 

sarung tangan kain, sarung tangan karet yang telah dibagikan kepada karyawan 

sesuai dengan dokumen lembar distribusi APD; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa 

yang di pasang pada bangunan kantor, Mess Estate Manager, Mess Karyawan, 

rumah genset, tempat pengisian BBM, dan TPS Limbah B3 ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di kantor HSE ; 

4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan yang sakit dan ingin berobat 

yang berada di samping kantor PT NKL. Pada klinik tersebut terdapat 1 (satu) 

orang dokter dan 2 (dua) orang paramedis.  

5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan manual berupa pompa alkon 

beserta selangnya, serta peralatan tangan lainnya sebagai upaya untuk 

mempersiapkan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran hutan di 

areal kerja PBPH PT Nusantara Kalimantan Lestari. Peralatan tersebut disimpan di 

gudang EHS Estate NKL. Selain peralatan tersebut diatas, sarana lainnya yang 

cukup diperlukan yaitu adanya dua unit truk tangki air sebagai unit pensuplai air 

di lapangan. 
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6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa plang utamakan keselamatan & 

Kesehatan kerja, utamakan keselamatan gunakan alat-alat pelindung diri dan plang 

FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang dilokasi strategis. 

7. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat 

keadaan darurat. 

8. Terdapat rambu rambu lalu lintas yang terpasang di pinggir lintasan jalan produksi 

yaitu tanda perempatan jalan (lintasan pemukiman), tanda belokan, tanda 

terompet untuk membunyikan klakson dan tanda mengurangi kecepatan karena 

jalan licin. 

 

c. Verifier 5.1.1. c : Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Selama periode audit penilikan ke-3 (November 2023 s/d Oktober 2025), diketahui PT 

NKL memiliki catatan dan dokumen laporan kecelakaan kerja pada tahun 2023, 2024 

dan 2025, dan hasil verifikasi dokumen sebagai berikut : 

1. Terdapat Monthly EHS & Fire Performance Tahun 2023, yang mencatat 

kecelakaan kerja selama Januari s/d Desember 2023 sebanyak 35 kejadian; 

2. Terdapat Monthly EHS & Fire Performance Tahun 2024, yang mencatat 

kecelakaan kerja selama Januari s/d Desember 2024 sebanyak 51 kejadian; 

3. Terdapat Monthly EHS & Fire Performance Tahun 2025, yang mencatat 

kecelakaan kerja selama Januari s/d Oktober 2025 sebanyak 34 kejadian; 

4. Terdapat Laporan P2K3 Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 yang memuat laporan 

catatan kecelakaan kerja dan ditandatangani oleh Sekretaris P2K3 (Waldi 

Aliminter) dan disetujui oleh Ketua P2K3 (Juni Edi Darmatuah Sinaga), dan  

5. Laporan P2K3 tersebut telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat bukti tanda terima berupa 

cap/ stempel dan paraf di halaman depan surat penyampaian tersebut. 

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Dharma Dinata selaku Asisten EHS, 

terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan 

antara lain : 

a. Melakukan breefing rutin terkait K3 setiap pagi pada hari senin, rabu dan 

sabtu untuk seluruh karyawan. 

b. Pemberian APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan kantor sesuai dengan 

tingkat resiko bahayanya. 

c. Melakukan inspeksi K3 setiap Departemen 

d. Induksi kepada karyawan, kontraktor dan tamu yang datang/ kunjungan ke 

estate dalam rangka kerja. 

e. Membuat rambu-rambu jalan sebagai informasi. 

f. Membuat tanda dan papan himbauan agar mengutamakan K3.  

g. Safety Talk dilakukan setiap hari Senin untuk seluruh karyawan membahas 

isu K3 atau hal apa yang sudah terjadi dan resiko bahaya (Safety observation 

insection). 

h. Melakukan simulasi P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) kepada 

seluruh karyawan 1 tahun sekali. 

i. Melakukan Pertolongan Pertama gawat Darurat (PPGD) kepada seluruh 

karyawan 3x dalam 1 tahun. 

j. Meeting P2K3 setiap 1 bulan sekali membahas temuan K3 dan upaya-upaya 

tindakan perbaikan. 

 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 
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Uraian singkat 

justifikasi 

: Pada periode audit Penilikan Ke-3 (November 2023 s/d Oktober 2025), diketahui bahwa 

di lingkungan karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum terbentuk/tidak 

terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk 

berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Dalam hal ini dengan bukti adanya Surat 

Keputusan Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari, Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 

tanggal 25 April 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja.  

Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Ir. Budi Santoso sebagai 

Direktur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan 

berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh 

ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja 

dilingkungan mereka. 

 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama 

(KKB) dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT NKL belum terbentuk serikat pekerja. 

karenanya PT NKL baru memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 

Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Nusantara Kalimantan Lestari berlaku 

untuk Periode Tahun 2025 – 2027 yang dibuat oleh Direktur PT NKL (Juni Edi 

Darmatua Sinaga) di Ketapang tanggal 30 Oktober 2025. 

Dokumen PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 74/DISNAKERTRANS-

B.500.15.12.1/2023 tanggal 18 November 2025 dan berlaku selama 2 tahun, terhitung 

tanggal 24 Oktober 2025 s.d 24 Oktober 2027. 

 

f. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Uraian singkat 

justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari Periode November 2025 

yang berjumlah 114 (seratus empat belas) orang yang dibuat oleh bagian HR. 

Berdasarkan daftar tersebut Karyawan termuda atas nama Daniel Agusti Ruse Amazia 

dengan jabatan/ posisi sebagai Mandor Pest & Disease yang lahir pada tanggal 13 

Agustus 2006 dan masuk kerja pada tanggal 23 September 2024 saat berusia 18 

Tahun 1 bulan. 

Diverifikasi tidak terdapat karyawan/ pekerja dengan usia dibawah 18 tahun baik di PT 

NKL maupun mitra kerjanya selaku mitra. 

 

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu 

tidak terdapat verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT 

Nusantara Kalimantan Lestari, dinilai MEMENUHI Standar VLHH. 

 

 

 

 

 

 




